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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, karena hanya dengan limpahan rahmat dan
karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terselesaikan.
Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang dimuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat
spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat
dikuantifikasi dan diukur. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun menggunakan indikator
keluaran (output) dan (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kami berharap dokumen ini akan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan
pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju kab Kotawaringin

Timur yang lebih baik.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu
kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk
menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Selanjutnya untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan Kinerja Tahunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur maka
disusunlah Rancangan akhir Rencana Kerja yang merupakan suatu perencanaan
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu
tahun. Hal ini merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional RPJMD dan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja juga merupakan salah satu komponen
dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri
adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) memuat program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan
yang dirumuskan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan akhir
RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam
program dan kegiatan OPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang
harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok
pembangunan dalam satu tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan
capaian program RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.
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1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

¢. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4817);

I. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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|. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);

m. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2024(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);

n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005
Nomor 16);

0. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-
2035;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 261);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2021-2026;

s. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;

t. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun
Anggaran 2024. Selain itu sebagai acuan dan pedoman bagi DPMD Kabupaten
Kotawaringin Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.
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Adapun tujuan penyusunan RENJA DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. Memudahkan pengendalian dalam pencapaian pelaksanaan program dan
kegiatan;
2. Agar penetapan kinerja lebih akurat sesuai dengan program dan kegiatan DPMD
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
3. Memberikan pedoman dalam pencapaian sasaran dan target sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
4. Memudahkan pengevaluasian, tingkat capaian kegiatan, kemajuan maupun
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah, sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja SOPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian RENSTRA Perangkat
Daerah
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kerja yang telah ditentukan dalam SPM maupun terhdap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, diseuaikan dengan tugas dan fungsi
SOPD, serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.
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2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan PD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi PD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian
program nasional;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan akhir RENJA
Berisikan uraian mengenai perbandingan program dan kegiatan antara rencana
akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program dan kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi.
BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Penelaahan yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SOPD.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya meupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
LAMPIRAN
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2022 dalam melaksanakan program kegiatan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026,
Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana
tertuang di dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur adalah sebesar Rp.11.325.171.747,- dan Realisasi anggaran (per
31 November 2022) sebesar 8.747.689.384,- atau capaian realisasi anggaran 77,24
sebagaimana terinci di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Anggaran/ Keuangan dan Fisik Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

REALISASI
SEBELUM SETELAH
KODE URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN KEUANGAN FISIK (%)
(Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7
5  |BELANJA
51 |BELANJA OPERASI 9.569.269.700 | 9.826.406.023 | 7.989.156.734 | 81,30 81,30
5.1.01 | Belanja Pegawai 5515397.722 | 5492474837 | 4.748592.028 | 86,46 86,46
5.1.02 |Belanja Barang dan Jasa 4.053.871.978 4.333.931.186 3.240.564.706 74,77 74,77
52 |BELANJA MODAL 977.529.200 | 1.498.765.724 758.532.650 | 50,61 50,61
52,02 | Belanja Modal Peralatan 678.377.600 808.632.924 516.560.000 | 63,88 63,88
dan Mesin
Belanja Modal
52,03 | Belania Modal Gedung dan 299.151.600 686.282.800 241972650 | 35,06 35,06
Bangunan
52,04 | Belanja Modal Jalan, 3.850.000
Jaringan dan Irigasi
TOTAL 10.546.798.900 | 11.325.171.747 | 8.747.689.384 77,24 77,24

Selain berkaitan dengan capaian Program dan Kegiatan realisasi anggaran dan
keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2022, akan ditampilkan juga evaluasi atau capaian pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
mengenai pencapaian target kinerja sesuai Indikator Kinerja pada Rencana Kerja
DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Pencapaian target Kinerja
Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja
Capaian Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Target Program
dan Kegiatan

Perkiraan Realiasasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kode Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan . ) . . | Renja Tahun Realiasasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2026 s/d dengan Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat 2023 Program dan Realisasi Target
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Realiasasi (%) Kegiatan s/d Renstra (%)
Tahun 2023 >
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
2 TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN
DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
P P . u Tingkat pemenuhan komponen
2 (13 |o1 rogram Penunjang Urusan penunjang perangakat daerah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 5 B
terpenuhi sesuai ketentuan
Persentase dokumen perencanaan,
2 13 o1 |2.01 Perenca_na_an, l?enganggaran dan penganggaran, dan evaluasi k.ineria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang sesuai
ketentuan perundangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
2 13 |01 [2.01 | 06 |capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 90 dokumen 7 dokumen 15 dokumen 12 dokumen 80% 15 Dokumen 34 dokumen 37%
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 13 |01 |2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase kewajiban administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah keuangan yang terlaksana
. . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan . : . . : .
0,44 (13 |01 [2.02 | 01 |Penyediaan gaji dan tunjangan PNS Tuni ASN 204 pegawai 30 pegawai 30 Pegawai 30 pegawai 100% 30 Pegawai 90 Pegawai 44%
unjangan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi o, o,
2 13 |01 |2.02 | 09 Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50%
Tahun SKPD
2 13 |o1 [z.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentas('e kewajiban admlnfstrasl 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah kepegawaian yang terpenuhi
5 13 o1 [2.05 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut ]unlllah Paket Pakaian Dinas beserta 262 stel 43 stel 43 stel 46 stel 106% 43 stel 132 stel 50%
kelengkapannya Atribut Kelengkapan
R . . . Jumlah Orang yang Mengikuti
2 13 (01 |2.05 | 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi 96 orang 16 orang 16 orang 15 orang 94% 16 orang 47 orang 48,95%
Perundang-undangan
Peraturan Perundang-Undangan
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja
Capaian Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2022

Target Program
dan Kegiatan

Perkiraan Realiasasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kode Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan . . . . Renja Tahun |Realiasasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2026 s/d dengan Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat 2023 Program dan Realisasi Target
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Realiasasi (%) Kegiatan s/d Renstra (%)
Tahun 2023 °
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN
DASAR
13 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Penunjang Urusan Tingkat pemenuhan komponen
13 |01 grar jang penunjang perangakat daerah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota N N
terpenuhi sesuai ketentuan
13 |01 [2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Lcr>cntase administrasi umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perangkat daerah yang terpenuhi
Penyediaan komponen instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
13 |01 |2.06 | O1 |,. y p Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24paket 4 Paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 12 Paket 50,00%
listrik/penerangan bangunan kantor © .
yang Disediakan
13 |01 |2.06 | o5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 45.600 paket 7.980 paket 7.600 paket 7.468 paket 0,91 8. 000paket 23 .448 paket 51,42%
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
13 |01 |2.06 | 06 Y Peraturan Perundang-Undangan yang 21.600 dokumen 3.650 dokumen 3.600 dokumen 3.450 dokumen 0,95 3.600 dokumen 10.700 dokumen 49,53%
Perundang-undangan _ .
Disediakan
13 |01 [2.06 | 07 [Penyediaan Bahan Material i;ml:h ll:aket Bahan/Material yang 24 paket 4 Paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 12 dokumen 50,00%
1sedlakan
13 01 (2.06 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu ']ruan;]lih Laporan Fasilitasi Kunjungan 144 laporan 48 laporan 24 laporan 22 laporan 91,00% 12 laporan 82 laporan 56,94%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat o o
13 |01 |2.06 | 09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2400 laporan 160 laporan 400 laporan 395 laporan 98,75% 400 laporan 955 laporan 39,79%
13 lo1 |2.07 Pengal.:laan Barang Milik ]I{aerah Persentase ke!:utuhan pengadaalf 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |barang penunjang yang terpenuhi
13 |o1 |2.07 | 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Alat {%nglfutan Darat Tak 9 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 2 unit 22,00%
atau Lapangan Bermotor yang Disediakan
13 |01 |2.07 | 05 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 paket 10 Paket 5 paket 21 paket 420% 5 unit 36 paket 171,42%
P d: Ged Kant tau B lah Unit Ged Kante t:
13 |01 |2.07 | oo |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan  |Jumlah Unit Gedung Kantor atau 10 unit 8 unit 2 unit 5 unit 250% 2 unit 15 unit 150%
Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
P 4 s dan P Ged Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
13 |01 |2.07 | 10 | €Psadaan saranadan frasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56 unit 13 unit 9 unit 13 unit 140% 9 unit 35 unit 62,50%
Kantor atau Bangunan Lainnya i N
yang Disediakan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja
Capaian Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2022

Target Program
dan Kegiatan

Perkiraan Realiasasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kode Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan A . . . . Renja Tahun Realiasasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2026 s/d dengan Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat 2023 Program dan Realisasi Target
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Realiasasi (%) Kegiatan s/d Renstra (%)
Tahun 2023 °
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
2 TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN
DASAR
2 13 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
P P R U Tingkat pemenuhan komponen
2 (13 |01 rogram Fenunjang vrusan penunjang perangakat daerah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota = q
terpenuhi sesuai ketentuan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan IPERITGEEE R DT e R
2 13 |01 [2.08 M . e penunjang urusan pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah K
daerah yang terpenuhi
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
2 13 |01 |2.08 | 01 |Penyediaan Surat Menyurat Menyurat 8.100 laporan 1.365 laporan 1.350 laporan 1.340 laporan 9,90% 1.350 laporan 4.055 laporan 50,06%
Penyediaan Komunikasi, Sumber D Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2 13 |01 |2.08 | 02 ? y'e a,a omunixasi, sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan 24 laporan 12 laporan 4 laporan 4 laporan 100% 4 bidang 12 laporan 50%
Air,Listrik, TV Kabel s . .
Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2 13 |01 |2.08 | 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 72 laporan 26 laporan 26 orang 24 orang 92% 26 orang 76 Laporan 105%
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah persentase kebutuhan
2 13 |01 |2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan pemeliharaan barang milik daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah yvang terpenuhi
llzeny el(_i;laan J asda Pe;n_el}l{h;raz;n, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
2 |13 |o1 [2.09 | o1 [[€meltharaan danFajak Rendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 112 unit 11 unit 23 Unit 20 unit 86,00% 24 unit 55 unit 49%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas . . . .
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
ienyel(_i;‘aan ]as; E.’elr(nr(sillha;aa_n,_ Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
2 |13 |o1 [2.09 | 02 [[emeitharaan, Fajak, dan Ferizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan 120 unit 22 unit 20 unit 20 unit 100% 24 unit 66 unit 55,00%
Kendaraan Dinas Operasional atau . . -
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
P lih, Rehabilitasi K: lah K B
2 |13 |01 |2.09 | o9 |Femeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 30 unit 4 unit 5 unit 3 unit 100% 5 gedung 12 unit 40,00%
dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
0,33(13 |01 [2.09 | 10 [Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang 342 unit 30 unit 57 unit 58 unit 60% 25 unit 113 unit 33,00%
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
lah S dan P!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan {)uer: diku?lrag: d:: ;:i::?‘:;u
2 13 |01 [2.09 | 11 [Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau & . s 150 unit 26 unit 25 unit 27 unit 108% 25 unit 78 unit 52,00%
B Lai Bangunan Lainnya yang
angunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realiasasi Capaian Target
Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun 2022 Target Program Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program dan dan Kegiatan - - -
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan . L . . Renja Tahun |Realiasasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2026 s/d dengan Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat 2023 Program dan Realisasi Target
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Realiasasi (%) Kegiatan s/d Renstra (%)
Tahun 2023 °
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 Program Penataan Desa LTSS Gl pei torse el iem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tata batas wilahnya
persentase Desa yang telah
2 |(2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa . 168 168 168 168 168 168 168 168
dilakukan penataan
2 |2.01 | 2 |Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi 120 desa - 20 Desa 15 desa - 20 desa - -
Penataan Wilayahnya
lah D Terfasilitasi
2 ]2.01 3 |Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi 168 desa - 30 Desa 20 desa 50 desa
Penataan Kewenangannya
2 |2.01 6 |Fasilitasi Sarana dan Prasrana desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 4 unit
3 Program Eeningkatan|KexjasamaDesal| s smtascidesavangimelakukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kerjasama terhadap total desa
Persentase Desa yang
3 |2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa melaksanakan kerja sama sesuai 168 168 168 168 168 168 168 168
dengan ketentuan
3 |2.01 1 |[Fasilitasi Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 102 dokumen 8 dokumen 17 dokumen 15 dokumen 88% 17 dokumen 40 dokumen 39%
Desa dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Keri D d Pihak Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar
3 ]2.01 2 Kai'l 1tasi Kerja sama Desa dengan Fiha Desa dengan Pihak Ketiga dalam 60 dokumen 5 dokumen 10 dokumen 9 dokumen 99% 10 dokumen 60 dokumen 40%
etga Kabupaten/Kota
P Administ iP intah Persentase Desa yang
4 D‘:;g:am ministrast Femerintahan ., elaksanakan administrasi desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sesusai ketentuan
Pembinaan dan Pengawasan Persentase Desa yang
4 |(2.01 Penyelenggaran Administrasi melaksanakan administrasi desa 168 168 168 168 168 168 168 168
Pemerintahan Desa sesusai ketentuan
4 201 | 1 [Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi |Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 1008 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 100% 168 dokumen 504 dokumen 50%
Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa
4 ]2.01 2 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 12 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 2 dokumen 4 dokumen 33%
Produk Hukum Desa
Fasilitasi P P lah Dok Hasil P
4 |2.01 | 3 [[2sltasiFenyusunan Ferencanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 1008 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 100% 168 dokumen 504 dokumen 50,00%
Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja
Capaian Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2022

Target Program
dan Kegiatan

Perkiraan Realiasasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kode Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan . . . . . Renja Tahun Realiasasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2026 s/d dengan Tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat 2023 Program dan Realisasi Target
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Realiasasi (%) Kegiatan s/d Renstra (%)
Tahun 2023 °
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN
DASAR
13 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
P Administ ip intah Persentase Desa yang
13 (4 Dr°gra“' ministrast Femerintahan |, elaksanakan administrasi desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
esa sesusai ketentuan
Pembinaan dan Pengawasan Persentase Desa yang
13 |4 |2.01 Penyelenggaran Administrasi melaksanakan administrasi desa 168 168 168 168 168 168 168 168
Pemerintahan Desa sesusai ketentuan
. R Jumlah Dokumen Pengelolaan
13 |4 |2.01 4 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa 1008 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 100% 168 dokumen 505 dokumen 50,00%
. . . Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang
P P k. K A
13 4 2.01 5 emblr)aan eningkatan Kapasitas Aparatur Mengikuti Pembinaan Peningkatan 1200 orang 190 orang 200 orang 200 orang 100% 200 orang 590 orang 49,16%
Pemerintah Desa .
Kapasitas
. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
P d: P berd BUM D
13 |4 |2.01 8 embinaan dan ?m erdayaan BU esa Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 24 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 5 dokumen 13 dokumen 54,16%
dan Lembaga Kerja sama antar Desa )
Kerja Sama antar Desa
- Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
P 1 lihan, kata
13 |4 |[2.01 9 enye enggaraan_ pemiiihan, pengangikatan Pemilihan, Pengangkatan dan 245 laporan - 77 laporan 77 laporan 77 laporan 3,18%
dan pemberhentian kepala desa .
Pemberhentian Kepala Desa
13 |4 ]2.01 | 11 |Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 1008 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 155 dokumen 92,26% 168 dokumen 486 dokumen 48,21%
. R Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
13 4 2.01 13 |Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Aset Desa 1008 dokumen 165 dokumen 168 dokumen 168 dokumen 100% 168 dokumen 501 dokumen 49,70%
i ingkatan K itas A ta lah A ta BPD M ikuti
13 |4 |[2.01 | 14 Pembinaan Peninglatan Kapasitas Anggo Jum a_ nego . yang en_gl utt 300 orang 55 orang 50 Orang 60 Orang 120% 50 orang 165 orang 55%
BPD Pembinaan Peningkatan Kapasitas
ilitasi Difasilitasi dal
13 |4 201 |15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam 60 desa R 10 Desa 1 Desa 10% 10 desa 11 orang 18,33%
Desa Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
. R R Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
13 |4 |2.01 16 |Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1008 laporan - 168 laporan 168 laporan 100% 168 laporan 336 laporan 33%
Laporan Kepala Desa
Fasilitasi Eval i Perkemb. D Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
13 |4 |2.01 | 18 ['2s!litasi tvaluasi Ferkembangan Desa Perkembangan Desa serta Lomba Desa 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50%
serta Lomba Desa dan Kelurahan dan Kelurahan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja
Capaian Program

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2022

Target Program
dan Kegiatan

Perkiraan Realiasasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kode Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) (Renstra SKPD) | Keluaran Kegiatan . o . . Renja Tahun |Realiasasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2026 s/d dengan Tahun Target Renja Realisasi Renja T_mgkz?t 2023 Pro;?rram dan Realisasi Target
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Realiasasi (%) Kegiatan s/d Renstra (%)
Tahun 2023 ’
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG
TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN
DASAR
13 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pemberdayaan Lembaga Persentase Lembaga
13 |5 Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Kemayarakatan Desa yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat Hukum Adat dibentuk sesuai ketentuan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi REEEIRD IMTE
13 |5 |2.01 & 8 Kemayarakatan Desa yang 100 100 100 100 100 100 100 100
serta Pemberdayaan Masyarakat dibi difasilitasi
Hukum Adat yang Masyarakat ibina/diasllitas]
Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan P du LPM. dan K T
13 |5 [2.01 (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang osyandu, » dan Karang Taruna), 30 lembaga 6 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 100% 5 lembaga 16 lembaga 53,00%
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Hukum Adat L .
Ditingkatkan Kapasitasnya
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pengembangan Usaha Ekonomi
13 (5 [2.01 Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Masyarakat dan Pemerintah Desa 120 dokumen 21 dokumen 20 dokumen 19 dokumen 95% 20 dokumen 61 dokumen 50,83%
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa
Fasilitasi P intah Desa dal Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
13 |5 |2.01 astlitast Femerin .esa alam Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 3 dokumen 50%
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna .
Teknologi Tepat Guna
13 s l201 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong ]umlalh Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 3 dokumen 50%
Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam L“mlah D}‘:l;l(?edn lHaSlll> Faslllltasl Tim
13 (5 [2.01 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan enggera alam Fenyelenggaraan 1218 dokumen 203 dokumen 203 dokumen 203 dokumen 100% 203 dokumen 609 dokumen 50%
. Gerakan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga .
dan Kesejahteraan Keluarga




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan tabel di atas untuk realisasi capaian Renja perangkat daerah tahun lalu
yaitu tahun 2022 berdasarkan evaluasi renja triwulan tiga, rata rata kegiatan telah mencapai
target yang telah ditentukan. Walaupun ada beberapa sub kegiatan yang masih rendah yaitu
sub kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,
dikarenakan adanya pemberitahuan untuk monotarium pelaksanaan pemilihan kepala desa di
tahun 2023, maka kegiatan sosialisi untuk persiapan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan
di tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan. Rencana Kerja 2024 merupakan tahun perencanaan
ketiga, rencana kerja untuk tingkat capaian realisasi target renstra rata-rata sudah baik,
namum ada beberapa masih rendah. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar

bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap
indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan
indikator kinerja pelayanan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Rencana Strategi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa telah melaksanakan 5 program dengan 12 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diukur berdasarkan
beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja dapat
menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau
SKPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang
berbeda dari suatu organisasi atau SKPD.

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim.
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Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Timur
G Indikator Tujuan dan sf;'\élé ik Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Sasaran Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Desa Mandiri i
1| sesuai IDM - - / 7 8 8 7 8 9
o | Persentase Desayang Cepat | S| 476% 5,36% 5,95% 700% | 33,93% - 5,05% 7,00%
Berkembang ’ ' ’ ’ ’ ’ ’
Cakupan Sarana dan ; } )
3 | Prasarana Perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
Pemerintah Desa yang Baik
% desa yang -
4 | menindaklanjuti temuan - - 100% 100% 100% 100% 42,86% 100% 100%
Inspektorat/BPK
5 | % LPM aktif - - 100% 100% 100% 100% 100% _ 100% 100%
6 | Persentase LPM Berprestasi . . 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,49% ) 0,54% 0,54%
7 | % PKK aktif . . 100% 100% 100% 100% 100% ) 100% 100%
8 | % posyandu aktif - - 30,00% 40,00% 50,00% 55,00% 26,18% ) 50,00% 55,00%
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SPM/

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Indikator Tujuan dan Catatan
No Standar | IKK o
Sasaran Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 Eztlf‘)gqa;&{“g:r'%gn oKK 029% | 033% 0,40% 0,50% 0,50% 0,40% 0,50%
Swadaya Masyarakat
10 Leg;afgz:;:ggam 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Masyarakat
Persentase Lembaga
11 Egﬁ]’;‘;mt'awgsg:‘;i';a;gda” 1059% | 2027% | 21.62% | 22.30% | 27.00% 21620% | 22.30%
menghasilkan PADes
12 | % BUMDes aktif 53,25% 54,55% 55,84% 57,14% 57,42% 55,84% 57,14%
13 | % pasar desa aktif 98,63% 100% 100% 100% 66,23% 100% 100%
14 | Nilai SAKIP B B BB BB B BB BB
% pelayanan perangkat
15 | daerah yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sesuai SOP
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Berdasarkan Tabel 2.3 tentang pencapaian kinerja DPMD Tahun 2022 terlihat bahwa dari
lima belas indikator kinerja terdapat sepuluh indikator yang memenuhi target dan empat indikator
yang tidak mencapai target. Indikator yang memenuhi target diantaranya:

Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM

persentase desa yang cepat berkembang;

persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa yang baik

presentase LPM aktif;

persentase PKK aktif;

rata- rata jumlah kelompok binaan PKK;

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat ;

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes;
Presentase BUMDes aktif;

10. Nilai SAKIP; dan

11. Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP;

© © N o a B~ w NP

Adapun indikator keinerja yang tidak mencapai diantaranya adalah:

1. Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP

2. presentase LPM berprestasi;

3. persentase posyandu aktif

4. persentase pasar desa aktif

Capaian kinerja indikator desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK adalah

sebesar 42,86% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2021,
sehingga persentase capaian kinerj anya adalah 42,86 % atau tidak mencapai target yang
diperjanjikan. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK terhadap
pengelolaan keuangan di desa, dimana dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur
terdapat 168 desa yang menjadi sample untuk tahun ini hanya dilakukan pemeriksaan reguler
oleh Inspektorat/BPK/ BPKP, baru 75 desa yang menindaklanjuti temuan.

Capaian kinerja indikator sasaran presentase LPM Berprestasi 0,49% dari Target 0,54%
sehingga persentase capaian Kinerjanya sebesar 90,74% dengan kata lain belum memenubhi
target. Dikarenakan Kapitas kader masyarakat / Sumberdaya Manusia dalam hal daya belajar
dan konsistensinya masih minim.

Sedangkan untuk capaian indikator persentase posyandu aktif sebesar 26,18% dari target
yang diperjanjikan yaitu sebesar 30,00% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan dari
317 posyandu yang ada hanya 83 yang aktif, meskipun pada tahun ini tidak tercapai tapi capaian
tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya 21,75% beberapa

penyebab tidak tercapainya posyandu aktif adalah Tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu
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rendah, Peran Pokjanal/Pokja Posyandu belum optimal dalam memantau dan mengevaluasi
kegiatan dan Kader Posyandu belum terbuka terkait dengan inovasi Posyandu.

Terdapat juga indikator presentase pasar desa aktif yang belum memenuhi target yang
ditetapkan yaitu sebesar 98,63%. Dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 65,33%. sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 66,23%. Belum terpenuhinya target capaian indikator pasar
desa aktif dikarenakan kapasitas SDM pengurus/ Pengelola pasar desa yang masih rendah,
sehingggaperlunya peningkatan dalam pembinaaan. Meskipun tidak mencapai target akan tetapi
ada peningkatan jumlah pasar desa yang aktif yang mana sebelumnya sebanyak 49 pasar desa
aktif, saat ini menjadi 51 pasar desa aktif. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase
Pasar Desa Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi dasar penilaian Pasar Desa Aktif,

sebagai berikut :

a. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusa
b. Kepengurusan sesuai dengan ketentua
c. Terdapat agenda rutin pertemuan

2.3 Isu-lIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi
permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena
dalam isu strategis tersebut .memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan
pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Isu — isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang
mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih
selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
melakukan perencanaan, realisasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa terkait
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Kabupaten
Kotawaringin Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara
sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan
yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai
permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian
kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang terjadi terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan

keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan, selain permasalahan tersebut terdapat
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juga permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait desa yang perlu
ditangani, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa, minimnya sarana dan
prasarana di Desa, dan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara
pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari telaahan pencermatan internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan pada DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diidentifikasi kekuatan serta
kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan
1. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik;
3. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa; dan
4. Tersedianya pegawai yang berpengalaman dalam tugas/pekerjaan.
b. Kelemahan
1. Kuantitas pegawai yang kurang sehingga kurang mendukung kinerja organisasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dapat memperlambat kinerja organisasi; dan
3. Belum tersedianya sistem informasi data.

Sedangkan dari telaah dan pencermatan eksternal organisasi dalam rangka peningkatan
kinerja pelayanan pada DPMD Kab. Kotim dapat diidentifikasi peluang serta ancaman atau
hambatan sebagai berikut:

a. Peluang
1. Di berbagai sektor pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pola pikir yang
dapat diterima. Dengan semakin meluasnya pola pendekatan pemberdayaan, semakin
mempermudah DPMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Tersedianya kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa dan kelurahan;
3. Adanya regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti UU
Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014;
4. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang masih dimiliki oleh masyarakat; dan
5. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui
pendekatan partisipatif.
b. Ancaman/Hambatan

1. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat tinggi;

Belum optimalnya infrastruktur desa; dan

4. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan.
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Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, memperhatikan hasil telaahan dan analisis, serta

mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi DPMD pada masa yang akan datang

dan sasaran RPJMD, dapat dirumuskan isu-isu strategis DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur :

1.
2.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum optimal;

Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;

Kurang berkembangnya lembaga perekonomian desa dalam mendukung kemajuan
pembangunan di Desa;

Masih rendahnya kualitas dan pengetahuan aparatur Pemerintah Desa;

Kurang harmonisnya hubungan antara Kepala Desa dan BPD;

Belum optimalnya monitoring dan pengawasan dari Kecamatan terkait pengelolaan keuangan
Desa; dan

Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan terkait
pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara Pemerintah Desa, Kecamatan

dan DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RENJA

Berdasarkan Rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas

pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat

Daerah. Rancangan Akhir RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan

maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Maka analisis

kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, adalah

sebagaimana tabel berikut:.
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target HKebutuhan Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan bana
Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 11 2 3 a 10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - -
PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT DAN DESA i ST e/
P P 5 o P NN . Persentase pelayanan administrasi Program Penunjang Urusan P:"Sf"‘_tise ?‘:ay:“a“
rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daeral DPMD |kantor yang tersedia dalam 9.682.596.412 |Pemerintahan Daerah ppMp |2dministrasi kantor yang 9.728.999.412
kabupaten/kota tersedia dalam mutu/waktu
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan kabupaten/kota
vang sesuai keb
dan i i dan q
1 U DPMD |kinerja dan keuangan yang 9.839.813 |Evaluasi Kinerja Perangkat DPMD |kinerja dan keuangan yang 9.839.813
Perangkat Daerah 2 2
ter Daerah ter
lah Laporan Capaian Kinerj
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Jumiah Laporan Capaian Kinerja
! ran Capalan - dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan laporan !
_ |koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar i » . . dan Laporan Hasil Koordinasi i .. |Besaran Anggaran telan
2 ! DPMD  |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 15 Dokumen 9.839.813 |capaian kinerja dan iktisar realisasi DPMD 15 Dokumen 9.839.813 | °
realisasi kinerja SKPD | Koor @ Penyusunan Laporan Capaian diperhitungkan sesuai kebutuhan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD cnyu , anan
D D e Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
ealisasi Kinerja Kinerja SKPD
3 |a asi K Per: Daerah DPMD [kinerja dan keuangan yang 5.953.697.556 |Administrasi Keuangan DPMD |kinerja dan keuangan yang 5.953.697.556
2 Perangkat Daerah .
terpenuhi terpenuhi
. N . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan i . ) N ) Jumlah Orang yang Menerima Gaji - . Besaran Anggaran telah
4 [Penyediaan gaji dan tunjangan PNS DPMD [ o AN 30 orang 5.950.858.618 |Penyediaan gaji dan tunjangan PNS DPMD [ ot ASN 30 orang 5.950.858.618 | o0 s uat kebutuhan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan b Jumlah Laporan Keuangan Akhir
5 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ppmp  |SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi. 1 dokumen .838.938 L:g;_;:a;'eu::ga:";':::_"_?:h““ ppmp | Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 dokumen 2.838.038 |Besaran Anggaran telah
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir i Koordinasi Penyusunan Laporan diperhitungkan sesuai kebutuhan
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Persentase ketersediaan sarana dan . . ) Persentase ketersediaan sarana
6 |Administrasi K Per: Daerah DPMD |prasarana penunjang kedisiplinan 184.126.785 ast DPMD |dan prasarana penunjang 184.126.785
Perangkat Daerah
aparatur kedisiplinan aparatur
7 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta atibut kelenglkapannya ppmp |Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 43 paket 34.126,785 |PenEadaan Pakaian Dinas beserta bpMp |Jumlah Paket Pakaian Dinas 43 paket 34.126.785 |Besaran Anggaran telah
Atribut Kel atribut kel a beserta Atribut Kel diperhitungkan sesuai kebutuhar
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan N ) Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementas Besaran Anggaran telah
8 |Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan DPMD  [Teknis Implementasi Peraturan 16 orang 150.000.000 |, minsan Feknis imp ementast DPMD  |Bimbingan Teknis Implementasi 16 orang 150.000.000 |-csaran Anssaran tea
Peraturan Perundang-undangan diperhitungkan sesuai kebutuhan
Perundang- Peraturan Perundang:-(
Persentase ketersediaan sarana dan Umuam Persentase ketersediaan sarana
9 |Administrasi Umum Perangkat Daerah DPMD |p: j isipli 1.196.668.708 |1 o crast Um DPMD |dan prasarana penunjang 1.193.071.708
aparatur aeral kedisiplinan aparatur
X . o Jumlah Paket Komponen Instalasi _ ] ] Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyed ki talasi listrik b, P diaan ki talz Besaran Anggaran telah
10 |Penyediaan komponen instalast listrik/penerangan bangunan DPMD  |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 2.583.158 |, oy cdlaan komponen instalasi | ppyp | Listrik/Penerangan Bangunan 4 paket 2.583.158 | ! 99 ¢
kantor ; listrik/penerangan bangunan kantor X diperhitungkan sesuai kebutuhan
yang Disediakan Kantor yang Disediakan
i - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan _ |Besaran Anggaran telan
11 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PPMD  [penggandaan yang Disediakan 8000 paket 16.669.800 |pqpgandaan PPMD | penggandaan yang Disediakan 8-000 paket 30.318.750 | giperhitungkan sesuai kebutuhan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dz 3.600 Besaran Anggaran telah
12 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMD  |Peraturan Perundang-Undangan yang 4000 dokumer 30.318.750 |, Cnyeciaan Banan Bacaan can DPMD |dan Peraturan Perundang- 16.669.800 |- cSaran Anssaran tea
eratuw Peraturan Perundang-undangan unda dokumen diperhitungkan sesuai kebutuhan
Disediakan Undangan yang Disediakan
lah Paket Bahan/Material yz lah Paket Bahan/Material yz Besaran Anggaran telah
13 [Penyediaan Bahan Material ppmp  |Jumlah Paket Bahan/Material yang 4 paket 68.500.000 |Penyediaan Bahan Material ppmp  [Jumlah Paket Bahan/Material yang 4 paket 16.500.000 |Sesaran Anggaran tela
Disediakan Disediakan diperhitungkan sesuai kebutuhan
Berdasarkan evaluasi Kegiatan di
5 oo . S tahun sebelumnya, pagu sub
14 silitasi Kunjungan Tamu ppmp  |Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 laporan 51.597.000 |Fasilitasi Kunjungan Tamu ppmp  [Jumlah Laporan Fasilitasi 12 laporan 100.000.000 |kegiatan pada rancangan awal
Tamu Kunjungan Tamu
belum dapat memenuhi secara
ial kegiatan vg ada
lah 1 -an Penyel raan Rapat b ) Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan . N ©elan
15 [Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas ppmp |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapa 400 laporan 1.027.000.000 |"enyeienggaraan Rapat Koordinasi DPMD dan Konsultasi 400 laporan 1.027.000.000 |€saran Anggaran tela

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

dan Konsultasi SKPD

diperhitungkan sesuai kebutuhan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
Capaian (Rp) Capaian (Rp)
2 3 4 5 11 2 3 4 10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT DAN DESA 2B NS AT TS
P P . U P intah: D: h Persentase pelayanan administrasi Program Penunjang Urusan P;rs_en_t:se }?cla{lay::nan
rogram Fenunjang Urusan Pemerintahan Daera DPMD [kantor yang tersedia dalam 9.682.596.412 |Pemerintahan Daerah ppMp [2C¢ministrasikantor yang 9.728.999.412
kabupaten/kota : tersedia dalam mutu/waktu
mutu/waktu yang sesuai kebutuhan kabupaten/kota N
yang sesuai kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase ketersediaan sarana dan Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Ketersediaan sarana
s8ac 8 jang DPMD |prasarana penunjang kedisiplinan 888.873.500 |Penunjang Urusan Pemerintah DPMD |dan prasarana penunjang 888.873.500
Pemerintah Daerah o,
aparatur Daerah kedisiplinan aparatur
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Pengadaan Kend i Jumlah Unit Kendaraan Dinas 5 A telah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DPMD  |Operasional atau 1 unit 350.000.000 |- ersadaan Rendaraan Dinas DPMD  |Operasional atau 1 unit 350.000.000 |5eSaran Anggaran teia
- Operasional atauLapangan - diperhitungkan sesuai kebutuhan
Lapangan yang Disediakan Lapangan yang Disediakan
umlah Paket Mebel yan Besaran Anggaran telah
Pengadaan Mebel DPMD  |Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 80.000.000 |Pengadaan Mebel ppmp  [fumiat yang 2 Unit 80.000.000 | N Angg '
Disediakan diperhitungkan sesuai kebutuhan
Lah Unit Gedung Kantor ata pengadaan Gedung Kantor at Jumlah Unit Gedung Kantor atau 5 N tolah
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ppmp |Jumlah Unit Gedung Kantor atau 400.000.000 |; chsadaan Gedung kantor atau DPMD  |Bangunan Lainnya yang 400.000.000 |5€saran Anggaran tela
Bangunan Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya anew diperhitungkan sesuai kebutuhan
Disediakan
Pongadann Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banganan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Besaran Anzearan telah
e 8 L DPMD  |Kantor atau Bangunan Lainnya yang 9 unit 58.873.500 |Gedung Kantor atau Bangunan DPMD  |Gedung Kantor atau Bangunan 9 unit 58.873.500 | B !
Lainnya antor A ) e diperhitungkan sesuai kebutuhan
Disediakan Lainnya Lainnya yang Disediakan
Persentase ketersediaan sarana dan - - - . Persentase ketersediaan sarana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DPMD [prasarana penunjang kedisiplinan 979.961.250 |Penyediaan Jasa Penunjang DPMD |dan prasarana penunjang 979.961.250
Urusan Pemerintahan Daerah pras
aparatur kedisiplinan aparatur
Penyediaan Surat Menyurat ppmp  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1500 laporan 4.961.250 [Penyediaan Surat Menyurat ppmp  |/Wmlah Laporan Penyediaanjasa |54 1aporan 4.961.250 |Besaran Anggaran telah
Menyurat Surat Menyurat diperhitungkan sesuai kebutuhan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan K. ikasi. Sumb Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 A celal
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel DPMD  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4 laporan 220.000.000 | erYediaan Romunikasl, sumber DPMD  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 4 laporan 220.000.000 |5ESaran Anggaran telah
o o Daya Air, Listrik, TV Kabel o e diperhitungkan sesuai kebutuhan
Listrik yang Disediakan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa P di asa Pelays u Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Besaran Anggs telah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DPMD |Pelayanan Umum Kantor yang 26 laporan 755.000.000 |Fenyediaan jasa Pelayanan Umum DPMD  |Pelayanan Umum Kantor yang 26 laporan 755.000.000 [>€saran Anggaran tela
S ave Kantor S v diperhitungkan sesuai kebutuhan
Disediakan Disediakan
Rt o IR i —— Persentase ketersediaan sarana dan Pemeliharaan Barang Milik Persentase ketersediaan sarana
emeliharaan Barang Milik Daerah Fenunjang Urusan DPMD [prasarana penunjang kedisiplinan 469.428.800 |Daerah Penunjang Urusan DPMD |dan prasarana penunjang 519.428.800
Pemerintahan Daerah X pres
aparatur Pemerintahan Daerah kedisiplinan aparatur
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara . Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas . Besaran Anggaran telah
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DPMD  lgan dibayarkan Pajaknya 20 unit 45.963.225 |y o ndaraan Perorangan Dinas atau DPMD |y batan yang Dipelihara dan 20 unit 45.963.225 | i b erhitungkan sesuai kebutuhan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
) - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Bertambahanya jumlah unit
P di ] P lih Bi P lih Pajak, d Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Bi P lih Pajak, d o . I atau L kendah. dipelih. a
enyediaan jasa feme inaraan, Blaya feme iharaan, Fajak, dan DPMD  |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 25unit 300.000.000 | 3VaPemeliharaan, vajak, dan DPMD perasiona’ atau Lapangan yans 25unit 350.000.000 | endanaraan yang dipelinara dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Paiak dan Porizinanmya Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak adanya kenaikan untuk harga
J Y Operasional atau Lapangan dan Perizinannya bahan bakar minyak
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
° S : oo ) R Jumlah Gedung Kantor dan
Pemelih Rehabilitasi Ged: B A telah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya| DpMp |l@innyayang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 65.000.000 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung DPMD  |Bangunan Lainnya yang 5 unit 65.000.000 |- Saran Anggaran tefa
Kantor dan Bangunan Lainnya . N N s . diperhitungkan sesuai kebutuhan
Dipelihara/Dirchabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau B Lai Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana
) I antor atau Bangunan Lainnya yang .
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPMD | Dipelihara/Diresabilitaoi 25 unit 29.921.850 |dan Prasarana Gedung Kantor atan ppMp | Gedung Kantor atau Bangunan 25 unit 29.921.850 |Besaran Anggaran telah
atau Bangunan Lainnya . Lainnya yang diperhitungkan sesuai kebutuhan
Bangunan Lainnya s : R
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung DPMD |yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 unit 28.543.725 |dan Prasarana Pendukung Gedung ppmp |Pendukung Gedung Kantor atau 25 unit 28.543.725 |Besaran Anggaran telah

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kantor atau Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

diperhitungkan sesuai kebutuhan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Targ_et Kebutuhan Bana
Capaian (Rp.) Capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 11 2 3 4 10 11 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG g -
PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT DAN DESA e i e i
31 |PROGRAM PENATAAN DESA Kab Kotim |F ersentase Desa Yang Dibentuk 117.420.377 |PROGRAM PENATAAN DESA Kab Kotim |Pérsentase Desa Yang Dibentuk 117.420.377
Sesuai Ketentuan Sesuai Ketentuan
. |Persentase desa yang telah . |Persentase desa yang telah
32 |Penyelenggaraan Penataan Desa Kab Kotim | 117.420.377 |Penyelenggaraan Penataan Desa | Kab Kotim | 117.420.377
dilakukan penataan dilakukan penataan
Pembentukan, Pengh Penggab dan Perubahan Stat {)umlsh Er.)jl:a yla)ng 1?4 A Pembentukan, Penghapusan, Lumlsh [t)e;a ysng hMe]akUkan B A telah
33 [Fembentukan, Fenghapusan, Fenggabungan dan Ferubaan Status | gop gotim [ oorouxan, Fenghapusan, 1 Desa 26.250.000 |Penggabungan dan Perubahan Status [ Kab Kotim embentukan, Fenghapusan, 1 Desa 26.250.000 |- °Saran Anggaran tela
Desa Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Penggabungan, dan Perubahan diperhitungkan sesuai kebutuhan
Desa Status Desa
34 |Fasilitasi Tata Wilayah Desa Kab Kotim |/umlah Desa yang Terfasilitasi Penataan | 5 1o 10.440.675 |Fasilitasi Tata Wilayah Desa Kab Kotim [/ Desa yang Terfasilitasi 20 Desa 10.440.675 |Besaran Anggaran telah
Wilayahnya Penataan Wilayahnya diperhitungkan sesuai kebutuhan
Jumlah Desa yang Terfasilitasi e Jumlah Desa yang
Fasilitasi Penataan K B Al telah
35 |Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Kab Kotim [Penataan 55 Desa 59.729.702 | 5 IAst Fenataan Rewenangan Kab Kotim |Terfasilitasi Penataan 55 Desa 59.729.702 »esara»n ngaran eé
Desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
Kewenangannya Kewenangannya
36 |Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Kab Kotim [Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 1 Desa 21.000.000(Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa| Kab Kotim [Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 1 Desa 21.000.000 B_esara_n Anggaran tela?h
diperhitungkan sesuai kebutuhan
. |Persentase Desa yang melaksanakan PROGRAM PENINGKATAN . |Persentase Desa yang
37 [PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Kab Kotim 22.000.000 Kab Kotim 22.000.000
kerja sama KERJASAMA DESA melaksanakan kerja sama
Persentase Desa yang melaksanakan Persentase Desa yang
38 |Fasilitasi Kerja sama antar Desa Kab Kotim N y S 22.000.000 |Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Kab Kotim |melaksanakan kerja sama 22.000.000
kerja sama sesuai dengan ketentuan .
sesuai dengan ketentuan
39 |Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Kab Kotim Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa 17 dokumen 11.000.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Kab Kotim Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar 17 dokumen 11.000.000 B-esara-n Anggaran tela?h
dalam Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota Desa dalam Kabupaten/Kota diperhitungkan sesuai kebutuhan
Fasilitasi Keria S Antar D d Pihak Ketiga dal Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar B A telah
40 |[asiiitast Rerja sama Antar Desa dengan Fihak Ketiga datam Kab Kotim [dengan Pihak Ketiga dalam 10 dokumen 11.000.000 |dengan Pihak Ketiga dalam Kab Kotim [Desa dengan Pihak Ketiga dalam 10 dokumen 11.000.000 ?Saraf\ niggaran te 2?
Kabupaten/Kota diperhitungkan sesuai kebutuhan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Desa Yang Melaksanakan PROGRAM ADMINISTRASI L ATEE D [ VAT
41 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Kab Kotim e e e e ey TS 1.229.005.856 PEMERINTAHAN DESA Kab Kotim Melaksanal-(an Administrasi 1.229.005.856
Desa Sesuai Ketentuan
Pembi dan Penyelenggaraan Persentase Desa yang dibina sesuai L GEm LT Persentase Desa yang dibina
12 - S EE Kab Kotim yang 1.229.005.856 |Penyelenggaraan Administrasi | Kab Kotim ! VRS 1.229.005.856
Administrasi Pemerintahan Desa ketentuan N ketentuan
Pemerintahan Desa
43 |Fasilitasi Penyelenggaaran Administrasi Pemerintahan Desa Kab Kotim ]uml?h_ Dok\,_lmen Pe.nyelenggaraan 168 dokumen 27.639.785 FaSll_lta_Sl Pel?yeleng_gaaran Kab Kotim ]uml%lh_Doklfmen Pe.nyelenggaraan 168 dokumen 27.639.785 B_esara_n Anggaran tela.h
Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
A . Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Fasilitasi Penyusunan Produk . Jumlah Dokumen Hasil Besaran Anggaran telah
44 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Kab Kotim Produk Hukum Desa 2 dokumen 125.290.000 Hukum Desa Kab Kotim Penyusunan Produk Hukum Desa 2 dokumen 125.290.000 diperhitungkan sesuai kebutuhan
. ) ) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan R Jumlah Dokumen Hasil Besaran Anggaran telah
45 |Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kab Kotim 168 dokumen 78.630.300 Kab Kotim |Penyusunan Perencanaan 168 dokumen 78.630.300( .. . .
Perencanaan Pembangunan Desa Pembangunan Desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pembangunan Desa
46 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kab Kotim Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan 168 dokumen 137.093.229 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab Kotim Jumlah Dokumen Pengelolaan 168 dokumen 137.093.229 B_esara_n Anggaran tela.h
Desa Desa Keuangan Desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang . . . Jumlah Aparatur Pemerintah Desa
Pemb P katan K t: B Aj telah
47 |Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kab Kotim |Mengikuti Pembinaan Peningkatan 200 Orang 77.030.132| " cmoinaan Feningkatan Bapasitas | .y gotim |yang Mengikuti Pembinaan 200 Orang 77.030.132 | Saran Anggaran tela
. Aparatur Pemerintah Desa N . diperhitungkan sesuai kebutuhan
Kapasitas Peningkatan Kapasitas
. . Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pembinaan dan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Pemb: dan Pemberd: BUMD dan Lemb K B Al telah
4g | cmbinaan dan femberdayaan esa dan Lembaga Rerja Kab Kotim |Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 5 dokumen 60.928.285(BUMDesa dan Lembaga Kerja sama | Kab Kotim [dan Pemberdayaan BUM Desa dan 5 dokumen 60.928.285| o an Anggaran teld

sama antar Desa

Kerja Sama antar Desa

antar Desa

Lembaga Kerja Sama antar Desa

diperhitungkan sesuai kebutuhan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Progran/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana
Capaian (Rp) Capaian (Rp)
! 2 3 4 5 1 2 3 4 10 1 1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG . :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.544.174.987 12.642.577.987
Persentase Desa Yang
. |Persentase Desa Yang Melaksanakan PROGRAM ADMINISTRASI . o .
41 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Kab Kotim Administrasi Desa Sesuai Ketentuan 1.229.005.856 PEMERINTAHAN DESA Kab Kotim Melaksanalfan Administrasi 1.229.005.856
Desa Sesuai Ketentuan
. o . Pembinaan dan Pengawasan s
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Persentase Desa yang dibina sesua Persentase Desa yang dibina
42 [} cmoinaan can feng S Kab Kotim SRR 1.229.005.856 |Penyelenggaraan Administrasi | Kab Kotim | <. . yang ¢iol 1.229.005.856
Administrasi Pemerintahan Desa ketentuan ) sesuai ketentuan
Pemerintahan Desa
. s Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Penyelenggaraan pemilihan, Penyelenggaraan Pemilihan, Besaran Anggaran telah
49 £ » Pengang Kab Kotim [Pemilihan, Pengangkatan dan 77 laporan 300.000.000|pengangkatan dan pemberhentian | Kab Kotim 88 L 77 laporan 300.000.000( """ 88 ;
kepala desa . Pengangkatan dan Pemberhentian diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pemberhentian Kepala Desa kepala desa
Kepala Desa
I ) . |Jumlah Laporan Pengangkatan dan Fasilitasi Pengangkatan dan ~|Jumlah Laporan Pengangkatan dan Besaran Anggaran telah
50 |Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kab Kotim Pemberhentian Perangkat Desa 101aporan 17.915.625 Pemberhentian Perangkat Desa Kab Kotim Pemberhentian Perangkat Desa 101aporan 17.915.625 diperhitungkan sesuai kebutuhan
51 |Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Kab Kotim {Jumlah Dokumen Profil Desa 168 dokumen 27.500.000|Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Kab Kotim |Jumlah Dokumen Profil Desa 168 dokumen 27.500.000 B.esaraln Anggaran tela.h
diperhitungkan sesuai kebutuhan
jumlah dok hasil lol. t jumlah dok hasil lol B A telah
52 |Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kab Kotim [\ CORUMEN NASIE PENgEiotaanaset ) g dokumen 50.000.000|Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kab Kotim [/ CORUMEN RASE PENEEOTAAN |1 (g 4 okumen 50.000.000 .esara.n nggaran eal
desa aset desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti ) . ) Jumlah Anggota BPD yang
53 [Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Kab Kotim {Pembinaan 50 Orang 28.508.500 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kab Kotim |Mengikuti Pembinaan 50 Orang 28.508.500 Blesara‘n Anggaran telalh
. ) Anggota BPD ) . diperhitungkan sesuai kebutuhan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
- - Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Fasilitasi Penetapan dan Penegasan . Jumlah Desa yang Difasilitasi Besaran Anggaran telah
54 |Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab Kotim |Penetapan 10 Desa 66.250.000 Kab Kotim |dalam Penetapan 10 Desa 66.250.000( .. . )
Batas Desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
Dan Penegasan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Fasilitasi Pemmbi L Jumlah Laporan Hasil B A telah
55 |Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Kab Kotim [Laporan 168 laporan 12,220,000 2!!11as! Fembinaan Laporan Kab Kotim [Pembinaan Laporan 168 laporan 12.220.000 .esaraln negaran te a.
Kepala Desa diperhitungkan sesuai kebutuhan
Kepala Desa Kepala Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkemb D rtaLomba Desa d Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi B A telah
5 | ST Ast Evaluasi Ferkembangan Desa serta Lomba besa dan | b Kotim Perkembangan Desa serta Lomba Desa | 1 dokumen 220.000.000(Desa serta Lomba Desa dan Kab Kotim |Perkembangan Desa serta Lomba | 1 dokumen 220,000,000 >C>3ran Ansgaran tefa
Kelurahan diperhitungkan sesuai kebutuhan
dan Kelurahan Kelurahan Desa dan Kelurahan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

No Catatan Penting
S - - - - Target Kebutuhan Dana S - . . . Target EKebutuhan Dana
Program./He Lolkasi Indilator Kinerja - H Program/Kegiatan Lolkasi Indilator Kine: - p
= giatan i Capaisn ®p) = Eial 9= Capaian ®p.)
1 2 El 4 5 11 2 E] < 10 11 12
TURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12544174987 12642 577.987
PROGRAM PEMEERDAYAAN
Persentase Lembaga
PROGRAM PEMEERDAYAAN LEMBAGA KEMASYVARAKATAN, - L EMBACA KEMASYARAKATAN, -
57 | LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kab Kotim | __ vang dibentuk sesuai ketentuan 1493152342 |; pyBAGA ADAT DAN Raplte :_ie“’a’ e Tt e
MASYARAKAT HUKUM ADAT n
Pemberdayaan Lembaga
yang
di Bidang Pemberdayaan Desa
g L yang Bergerak dan I.eﬁ:a@ Adart Tingl:at
di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat . Danrah Kabapaten /K Persentase Lembaga
=%:3 K /Kota serta P, b Kab Kotim == Z — = 1.493.152.342| — Kab Kotim (Kemayarakatan Desayang 1.545.152.342
Desa yvang dibina /difasilitasi - Se=an
Adatyang Adat o — dibina /difasilitasi
vang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota Pelal Hul Adat
Sama dalam Daerah
Kabupaten /Kota
N Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Penat@an,
'::‘:‘;"ah Doluimen Hasil Penatazn, dan Pendayagunaan Kelembagaan Pemberdayaan dan Pendayagunaan
ilitasi Pemi yaan dan B ¥ Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga
Kelembagaan Lembags Kemasyarakatan
Kelen Lembaga Kem Desa/Ki (KT, ) N Y Desa/Kelurahan (KT, RW, PKK, Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Y Besaran Angsaran telah
5% |RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Kab Koam E:saﬂ(slmzﬂpumm (ET, RW, P';K' 168 dokumen 52.500.000 5, ondu, LPM, dan Karang ab Kotim | g R, PKK Posyandu, LPM, dan | 155 d0kmen 52.500.000| ;0 erhitunghan sesuai kebutuhan
Desa/K dan Masy Adat [osyenE, ot r;:“ﬁ“‘ Harang ‘“““‘ na). Taruna), Lembaga Adat Karang Taruns), Lembaga Adat
Ma cat H t Desa/Kelurahan dan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
syan m Hukum Adat Hukum Adat
emlah Lembass Kereyarakatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumilah Lembaga Kemasyarakatan
N . N n Lembaga Kemasyarakamn Desa/Kelurahan (RT, RW, PEK,
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKEK,
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Kamang
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang . |Posyandu, LPM, dan Karang Taruma), ) Besaran Anggaran telah
50 . . Kab Kotim 5 lembaga 200.000.000 | Posyandu, LPM, dan Karang Kab Kotim |Taruna), Lembaga Adat 5 lembaga 252.000.000 = .
Tamuna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan diperhitungkan sesuai kebutuhan
Adat Masyarakar H m " Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
D yarakat L‘l‘l‘asitas“d;‘ 5:“5 Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hulum Adat yang Ditingkatkan
mghatlan Kap ¥ Hukcum Adat Kapasitasnya
Jumlah Dolumen Hasil Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Usaha {;‘;:;:F”kg‘:“;sﬂahﬂ::;ﬂ:::f’
Fasilitasi Pengembangan Ussha Ekonomi Masyarakat dan . |Pengembangan Usaha Ekonomi . Ekonomi Masyarakat dan ) ban, - . Besaran Anggaran telah
&1 Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kotim Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 20 dokumen £8.389.087 Pemerintah Desa dalam Hah Hotim |Masyarakat dan Pemerintah Desa 20 dokumen £8.389.087 diperhitungkan sesuai kebutuhan
- N N . N dalam Meningkatkan Pendapatan
Yan E li Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa -
AsliDesa
. N N . N Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi s N N Jumilah Laporan Hasil Fasilitasi
62 Z“’“‘“’ Pemerintah Desa dalam Pemanfaamn Teknologl TePat | g, wopm |Pemerintsh Desa dalam Pemanfatan 1laporan 113.032.500 z“’“tf’ :e"_’re”_maf‘ DFT“ d:;m Kab Kotim |Pemerinth Desa dalam 1laporan 113.032.500 gfﬁa":z\mgf”mmﬂ R
una Teknologi Tepat Guna emanfastan Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna iperhitunglan sesuai kebutuhan
. o Jumilah Laporan Hasil Fasilitasi
. . Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong ~ Besaran Anggaran telah
63 |Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Rovong Masyarakat Kab Koom Bhakti Gotang Royong Masyarakat 1 laporan 375.150.000 Royong Masyarakat Kab Kotim E{uﬂl:;lafahh?:ttl Gotong Rovong 1 laporan 375.150.000 diperhitungkan sesuai kebutuhan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam {E;ﬁf:tf;s::{’iw;;}::‘”"“’
Fasilitasi Tim P ak PR dal P 1 G kA ak PEH dal P 1 P 1 Gerak; B Any telah
gq | 2SiiEASl Timtengger alam Penyelenggaraan Gerakan | L oo |Pengsen A Penyelenggarsat | 553 dokumen 634,080,775 | = SNSEArAAn berakan Kab Kotim |Penyelenggaraan Gerakan 203 dokumen 684.080.775 | o ANEEAran te

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

diperhitungkan sesuai kebutuhan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan
pada tahun 2024 serta program kegiatan yang mendukung langsung pada sasaran
dan indikator kinerja daerah yaitu “Meningkatnya Kemandirian Desa” dengan
indikator “Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM”. Adapun program dan kegiatan
yang mendukung langsung sasaran dan indikator tersebut antara lain:

1. Program administrasi pemerintahan desa, dengan kegiatan:

- Fasilitasi penyusunan produk hukum desa

- Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD

- Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar

desa

Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Failitasi Penyusunan profil desa
2. Program penataan desa, dengan kegiatan:
- Fasilitasi tata wilayah desa.
3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan
masyarakat hukum adat, dengan kegiatan:
- Peningkatan kapasitas kelembagaan
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
Dengan telah di analisisnya kebutuhan pagu dengan pagu rancangan akhir pada
tabel di atas diharapkan kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan
makmisal dengan pagu yang telah menyesuaikan kebutuhan dana pada masing-
masih kegiatan. Jika kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal maka akan
berpengaruh pada capaian indikator kinerja DPMD. Di sisi lain apabila suatu
kegiatan berlebihan dalam penganggaran dapat berdampak pada jumlah serapan

anggaran yang tidak maksimal sehingga mempengaruhi pada efisiensi belanja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA SKPD ) DPMD Kab. Kotim,
disamping berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 juga

mengakomodasi usulan dari masyarakat melalui tahapan Musrenbang Desa,

Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik dilanjutkan pada Musrenbang Tingkat
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Kabupaten yang sebelumnya di bahas dalam forum SKPD. Musrenbang tingkat

kabupaten merupakan pembahasan akhir mengenai usulan program/kegiatan yang

masuk dari kecamatan serta masukan dari stakeholder terkait sehingga didapatkan

program dan kegiatan prioritas kabupaten yang kemudian ditetapkan dan

direalisasikan melalui APBD Kab. Kotim. Adapun rincian usulan program dan
kegiatan TA. 2024 dari masyarakat dapa dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku
Kepentingan

Tahun 2024 Kab. Kotawaringin Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Santuai)

Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Program Pemberdayaan Lembaga Bangkuang Makmur Ll:(r;l(lgthok:meanasﬂ Fas”gas' :lm Penggerak
1 |Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat |(Mentawa Baru alam Fenyelenggaraan bera an' 10 Orang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Hukum Adat Ketapang)
Keluarga
Bapanggang Raya  |Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
2 |Program Administrasi Pemerintahan Desa (Mentawa Baru Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja 10 Orang
Ketapang) Sama antar Desa
lah Dok Hasil Fasilitasi Tim P k
Program Pemberdayaan Lembaga Bapanggang Raya Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggera
PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
3 |Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat |(Mentawa Baru . 10 Orang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Hukum Adat Ketapang)
Keluarga
Program Pemberdayaan Lembaga Bapanggang Raya  |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan
4 |Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat |(Mentawa Baru Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 10 Orang
Hukum Adat Ketapang) Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Eka Bahurui Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
5 |Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat |(Mentawa Baru . 10 Orang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Hukum Adat Ketapang)
Keluarga
Program Pemberdayaan Lembaga Eka Bahurui Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Volume Usulan
6 |Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat |(Mentawa Baru Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 10 Orang Menyesuaikan
Hukum Adat Ketapang) Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran yang
Eka Bahurui i
lah Aparatur P intah D tersedia
7 |Program Administrasi Pemerintahan Desa (Mentawa Baru Jum a_ ]_Jara r_ emertn ? esayang . 10 Orang
Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Ketapang)
Program Pemberdayaan Lembaga Mentawa Baru Hulu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
8 [Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat |(Mentawa Baru . 10 Orang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Hukum Adat Ketapang)
Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak
Program Pemberdayaan Lembaga
Sawahan (Mentawa |PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
9 [Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat . 10 Orang
Baru Ketapang) Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Hukum Adat
Keluarga
. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
L . . Makarti Jaya(Pulau i
10 |Program Administrasi Pemerintahan Desa Hanaut) Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja 10 Orang
Sama antar Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Towai i Bkt ]uml;thokumeanasﬂ FasﬂthaMl"(l"lm Penggerak
11 |Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat ewal X ara (Bukit - {PKK dalam Penyelenggaraan Gera an_ 10 Orang
Santuai) Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Hukum Adat
Keluarga
12 |Program Administrasi Pemerintahan Desa Tewai Hara (Bukit |Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang 10 Orang

Berdasarkan tabel di atas seluruh usulan merupakan kewenangan DPMD Kab. Kotim

yaitu pembinaan atau pelatihan Kapasitas aparatur, pembinaan/pelatihan Bumdes,

pembinaan/pelatihan PKK, dan

kemasyarakatan desa.

pembinaan/pelatihan

lembaga ekonomi

dan
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BAB |11
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan
Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat
dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka
menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil,
dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan
Menekankan Terbangunnnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan
Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan
RPJMN Tahun 2020- 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi
tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (I ) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan
Sumber Daya Malusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastrukrtur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi danPelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungal Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat
Stabilitas Polhukam dan Transform.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi
dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian
target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat
daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam

Negeri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang,
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Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat
Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan
Mandiri.

Penyusunan rencana kerja DPMD Kab. Kotim ini berpedoman pada rencana
strategis DPMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa renja DPMD Kab. Kotim
bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional seperti RPJP Nasional,
RPJMN 2005-2025, RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pasal 126 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa
penyusunan Rancangan Akhir Renja harus berpedoman pada salah satunya yakni
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian penyusunan Renja tidak
akan melenceng dari substansi yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yang
salah satunya adalah penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan
sasaran yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah merupakan aktualisasi
periodik tahunan atas tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa yang telah termuat dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa. Adapun tujuan dan sasaran tahun 2023 yang harus dicapai oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1

berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024

Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran | Tujuan/Sasaran
Tahun 2024

Meningkatkan Kemandirian

Pemerintahan Desa dan Jumlah Desa Mandiri sesuai
1 |Lembaga Kemasyarakatan 8,00

Desa/ Kelurahan IbM

Meningkatnya
Kemandirian Pengelolaan
Pemerintahan Desa

Persentase Desa yang Cepat

Berkembang 5,95

Cakupan Sarana dan
Prasarana Perkantoran 100,00
Pemerintah Desa yang Baik

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan Keuangan
Desa

Meningkatnya kapasitas
dan pemberdayaan Persentase LPM aktif 100,00
Lembaga Kemasyaratan

Persentase Desa yang
Menindaklanjuti Temuan 100,00
Inspektorat/BPK/BPKP

Persentase LPM Berprestasi 0,54
Persentase Posyandu Aktif 50,00
Persentase PKK Aktif 100,00

Rata-rata jumlah Kelompok
Binaan PKK

Swadaya Masyarakat
terhadap Program 1,00
Pemberdayaan Masyarakat

0,40
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Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran | Tujuan/Sasaran
Tahun 2024
Meningkatkan Usaha Eirsr?n;iisiﬂLeml)raaat dan
2 |Ekonomi Masyarakat dan ° 0. asyarakat da 21,62
Pemerintah Desa Pemerintah Desa yang
menghasilkan PADes
Meningkatnya Usaha
Ekonomi Masyarakat Persentase BUMDes Aktif 55,84
dan Pemerintah Desa
Persentase Pasar Desa Aktif 100,00
Meningkatnya kualitas
3 |kinerja birokrasi perangkat Nilai Sakip BB
daerah
Meningkatnya kualitas ~ [Persentase pelayanan
pelayanan perangkat perangkat daerah yang 100,00
daerah terpenuhi sesuai SOP

3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dam

Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun dengan

beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yakni
“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan
Sejahtera”.

2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development
Goal’s (SDG’s). dimana dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam
merumuskan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada indikator tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang terintegrasi ke dalam dokumen
Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan
Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dam Desa Daerah Kabupaten
Kotawaringin  Timur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah
aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan
pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan
dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara
untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang

dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis
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dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak
diperoleh oleh seluruh masyarakat secara minimal. Terkait dengan urusan
wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya
adalah untuk rakyat.

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam
merumuskan perencanaan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah
sebagai salah satu indikatornya.

5. Pengembangan daerah terisolir, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Jumlah Desa
Mandiri sesuai IDM. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan
konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka
kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan
ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta
kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Untuk itu pada
tahun 2024 diperlukan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dengan
mengoptimalkan sumber daya yang ada

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana
pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan, baik program, kegiatan dan
sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub
kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
kecuali untuk kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, sosialisasi dan
bimbingan teknis yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut,
seluruhnya bersumber dari dana transfer umum-dana alokasi umum tahun 2024.
Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan
indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk

mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan

sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2024 :
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar kualitas laporan keuangan
Dapat meningkat. Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu :
1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program ini ditetapkan dengan maksud agar meningkatkan kualitas aparatur
dan laporan keuangan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar meminimalisir pelanggaran
disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur peraturan
yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan kepegawaian sehingga
dapat meningkatkan kinerja pegawai di DPMD Kab. Kotim. Pada program
ini hanya terdapat kegiatan dua kegiatan yaitu:
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan
organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4) Penyediaan Bahan/Material
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat

tercapai khususnya dalam hal Pengadaan Barang penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat
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berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

untuk satu tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai

berikut:

1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat

tercapai dengan adanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan

lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu)

tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat

tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta

sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk satu tahun anggaran.

Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa
a. Penyelenggaraan Penataan Desa

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaran

penataan desa dapat berjalan maksimal dan sistematis. Pada program ini

hanya terdapat satu kegiatan yaitu
1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa
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2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
Program kerja ini ditetapkan untuk memberi fasilitasi kemudahan antar
desa maupun pihak ketiga agar dapat saling bekerjasama. Pada program
ini hanya terdapat dua kegiatan yaitu :
1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa
Program Kkerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan
masyarakat dapat terlaksana dalam hal pelatihan maupun fasilitasi program
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada program ini terdapat kegiatan
sebagai berikut :
1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Desa
4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD
6) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama
antar Desa
8) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
9) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
10) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
12) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
13) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini bertujuan untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
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(=)

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

4) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

5) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
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RENCANA KERJA DAN PEI\?SEI\II\A/\AN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas
kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Rencana Kinerja memfokuskan arah
pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategik disertai
strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan. Rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberikan
daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan
pelaksanaan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran. Pada tahun anggaran
2023 sesuai dengan rencana awal pada rencana strategis 2021-2026 sasaran
pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten
Kotawaringin Timur berfokus padaa pemberdayaaan dan pembinaan di desa baik
Sumber daya Manusianya maupun Lembaga nya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024
akan menggunakan alokasi APBD untuk program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan prakiraan maju
tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :
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TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

RENCANA KER.JA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2024
TARGET PRAKIRAAN CAPALAN KINERIA DN KERANGHA PENDANAAN PRAKIRAAN MAIU RENCANA
URUSAN ! BIDANG T AT Pt Cor=r A e REALISAS| R TAHUM 20285
e e URUSAN | PROGRAM | R T T Cembead CAPALAN == KELOMPOK PERANGHAT DAERAH
KEGIATAN | SUB A rEmsTRA | REN4a opp [ TOEEET RIS S PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN el TAHUN 2022 el o PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Ryp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 a 5 & T 8 A 10 11 12 | 13 14 15 16 17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.242.145.108,00 10,142 482 254,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN 11.242.145.109,00 10,142 482 254,00
WAIIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELATANAN DASAR
213 URUSAN PEMERINTAHAN 11.242.145.108,00 10,142 482 254,00
BIDANG PEMBERDAYAAN
ARAKAT DAN DESA
1. | 21300 PROGRAM PENUMJANG | - - 9.523.752.282.00 700518465700
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.01 Perencansan, Prrsertase dakuman 100 persen 9.639.613,00 4. Tt £.925.000,00 | DINAS PEMBERDAYANN
Pengangganen, dan Evaluasi | perencanaan, penganggaran. Kelola Pem MASYARAHAT DAN DESA
Kinerja Perangkat Dosrah dan evaluasi kinera ertaban
Perangkat Doersh yang
sesua) keteratemn
L
2.13.01.2.01.0008 Koardinasi dan Permpusunan Laperan Capsian Kinera dan khisar Realisasi Kinerja SKED
Jumilah Laporan Capaian 15 Laporan 9EFDE13,00 [ Kab. DA, 4. Tata B.925.000,00 | CNAS PEMBERDAYANN
Kinena dan Mdtisar Reaks Kotawaringin TRANSFER Kelola Pem MASTARARAT DN DESA
Kirveryan SKPD efan Laparan Tirnur, Mantawa | UBUS-DANA eretaban
Hasi Kaordinast Penjamsunan Baru ALCHAST LIMUK
Laporan Capaian Kinerga den Kitapang. Pasic
. M —— Putin
SKPD
2.13.01.2.02 i 5 hewaibon 100 persen 8.003.697.556,00 4. Tt £.330.324.799,00 | DNAS PEMBERDAYANN
Perangkat Dasrsh administras) keuangan yang Kelola Pem MASYARAHAT DAN DESA
leviaksans erritahan
2.13.01 2.02.0001 Pertyediacn Gaji tan Turjangan ASN
Jurmlah Crarg yarg 47 6.000.558.618,00 | Kab. Dkt 4. Tata 5.336.824.759,00 | DHNAS PEMBERDAYANN
Redenerirme Gy aar Crangbulsn Kotawaringin TRAMNSFER Kelelas Pem MASYARARAT DAN DESA
Turyargan ASM Tirnur, Mentawa | LIMUSM-CHAMA ertaban
Baru ALCHAS] LIMUR
Kistapang. Pasic
Putin
2.13.01 2.02.0005 Koardinasi dan Peryusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jurniah Laporan Keuangan 1 Laparan 2.B38.938,00 | Kab. DA, 4. Tata 2.500.000,00 | CHNAS PEMBERDAYANN
Akfair Tahun SKPD dar Kotawaringin TRAMNSFER Kelola Pem MASYARAHAT AN DESA
Laysoran Hast Koondinasi Tirmur, Semua LML DHAMA. revtaban
Penyusuman Laporan Kecamatan, ALOHAS] LIMUR
Kewangan Akhic Tatiun SKPD Semua KelDesa
2.13.01.2.06 Ackmini s 100 pers=n 318.400.000.00 4. Tata T7.480.,000,00 | DINAS PEMBERDAYAAM
Perangkat Dasrsh kepegmaaion Perangkat Kelola Pem MASYARAHAT DAN DESA
Daerafs yang terpenuhi errtaban

2.13.012.05.0002

Pengadasn Pakaisn Dinas beserta Atrbut Kelengiapsnnya
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

LR A VA AP INDIKATOR PROGRAM | | Atoam | REAUSas | PRASIRAAN AANFINERIA PENDA AN
o O URUSAN | PROGRAM poltadentt pemione | cApalaN | o SSERERL KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN | SUB SRR ressTra | RENJ oPo | TAREEEE AR TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN e TAHUN 2022 dt Apet PAGU INDIKATIF [Rp} LoKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rg)
MASIONAL | DAERAH
1 2 1 4 5 & 7 8 ) 10 1 12 13 14 15 18 17
Jumiah Pakat Pakaian Dinas 47 Paket 65.800.000,00 | Kat, DANA 4 Tata 30.954 000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
beserta Atribut Kalsrgkapsn Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Timur, Mentmea | UMUM-DARNA erntaban
Ban ALOKAS! LIMUM
Ketapang. Pasic
Puitih
213012050011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pernndang-Undangan
Jumlah Orang yang 16 Orang 252.600.000,00 | Kat. DANA 4 Tata 46 536.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Mengikut Bimbingan Tekmis Ketawearingin TRANSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Implementasi Persturan Timur, Mentmea | UMUM-DARA erntaban
Perunang-Lindangan Bary ALOKAS LIMUIM
Ketapang. Pasic
Putin
2.13.012.06 Ackminizirasi Urmam Persentase administras 100 persen 1.337.808.413,00 4 Tata 511.080.450,00 | DINAS PEMEERDIAYAAN
Perangkat Daersh urnum perangkat daerat Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
yang ferpenuty erintaban
213012060001 | Perysdisan Kompanen Instalasi Listris/Penerngan Bangunan Kantar
JSumlah Pakat Komponen 12 Paket 3.519.000,00 | Kan, DANA 4. Tata 2343.000,00 | DINAS PEMEERDAYAAN
Instestasi Listrik/Penarangar Ketawearingin TRANSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Bangunan Kantor yang Timur, Mentmaa | UMUM-DANA ertaban
Disectiakar Bar ALOKAS LIMUIM
Ketapang. Pasic
Putin
213012060005 | Perysdisan Barang Cetskan dan Penggandasn
Jumlah Pakal Barang BOOO Paket 31.180.000,00 | Kat, DANA 4 Tata 15.840.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Cetkian daan Penggandaan Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARAKAT DAN DESA
yang Disecakar Timur, Mentmea | UMUM-DARNA erntaban
Ban ALOKAS! LIMUM
Ketapang.
Semia KelDesa
213012060006 | Perysdisan Bahan Bacaan dan Persturan Perundang-undangan
Jumlah Dakurmean Bafan 3600 16.200.000,00 | Kat, DANA 4 Tata 24.974.950,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Bacaan dan Paratuan Dakumen Ketaearingin TRANSFER Kelola Pam MASYARAKAT DAN DESA
Perundang-Lindangan yang Timur, Mentmea | UMUM-DARNA erntaban
Diseciakar Ban ALOHAS LIMUM
Ketapang. Pasic
Putih
213012060007 | Perysdisan Bahan/hateral
Jumlah Pakat Bahan istaris! 48 Paket 04.603.260,00 | Kat, DANA 4 Tata 58207 500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
yang Diseciakarn Ketawearingin TRANSFER Kelcla Pam MASYARAKAT DAN DESA
Timur, Mentmwa | UMUM-DANA ermtahan
Ban ALOKAS! LIMUM
Ketapang. Pasic
Putih
213012060008 | Fasiitasi Kunjungan Tamy
Jumiah Laporan Fasiits 100 Laperan 101.400.000,00 | Kast, DANA 4. Tatia 43.560.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Kurjungan Tamu Ketawaringin TRANSFER Kelcla Pem MASYARAKAT DAN DESA
Timur, Mentmea | UMUM-DARNA ertaban
Ban ALCHASH LIMUM
Ketapang, Pasic
Putih




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

PRAKIRAAN MAIU RENCANA

AT AT TARGET —rime PRAKIRAAN CAPAIAN KINERIA DAN KERANGHA PENDANAAN TAHUN 2025
HDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN | PROGRAM | KEGIATAM | SUB PERIODE CAPALAN TARGET REMJA KELOMPOK PERANGHAT DAERAH
KEGIATAM | SUB HEGIATAN RENSTRa | REMJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PEMANGGUNG JAWAE
KEGIATAN oPD TaHUN 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DuaMA TARGET PAGU INDIEATIF (Rp)
MASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 ) B T a a 10 11 1z 13 14 15 16 17
2.13.01.2.06.0009 Penyaisnggaraan Rapat Keordinasi dan Konsultas SKPD
Jurmiah Laporan 400 Laporan 1.090.507.173,00 | Kab, DA, 4. Tata 3E6E.174.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Penpaisnggarasn Rapad Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Koordinas: dan Konsullasi Timur, Menkawa | UMUBM-DAMNA errlahan
SKPD Baru ALOKAS] LML
Hietapang. Pasir
Putin
213m2.07 Pengadaan Bararg Milis Pevsentaze kebutuhan 100 parsen 438.873.500,00 85.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Dierah Penunjang Urusan | pengadasn MASTARAKAT DAN DESA
Pemerintzh Daarah penuryang yang ferpanuhi
2.13.012.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas alau Kendaraan Dinas Jabatan
Jurmiah Unit Kendaraan 1 Uit 300.000.000,00 | Kab. DA 0,00 | CiMAS PEMBERDAYAAN
Pevorangan Diras ats Kotawaringin TRAMSFER MASYARAKAT DAN DESA
Kendaraan Dinas Jabalan Timur, Mentawa | UMUM-DARNA.
yang Disediakan Baru ALOKAS| LIMUM
Kitapang. Pasic
Puth
2.13.01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atsu Lapangan
Jurniah Unit Kendaraan 1 Uit 0,00 | Kab. Dy, 4. Tata 30.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Dinas Opevasional atau Kotawsarningin TRAMEFER Keicls Pem MASYARAKAT DAN DESA
Lapangan pang Diseckakan Timur, Mentawa | UMUAL-DANA eritahan
Baru ALCHAS| LMUM
Ketapang, Pasic
Puth
2.13.01 2.07 0005 Pengadaan Mebel
Jurniah Pakal Mabel yang & Unit B0.000.000,00 | Kab. DA, 1Z.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Disediakar Kotawanngin TRAMSFER MASYARAKAT DAM DESA
Timur, Mentywa LALRA-DnAnA
Baru ALOHAS| UMUK
Ketapang, Pasic
Puth
245012070008 | Pengadaan Gedung Kantor atau Banguran Lainnys
Jurniah Linil Geduny Kardar 2 Uit 0,00 ( Kb, Dk, 4. Tata 000 [ DINAS PEMBERDAY AAN
atay Bangunan Laimaya yang Hitavearingin TRANSFER Kedola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Diseiiakar Timur, Mantyaa LRALRA-DARLA, erimiaban
Baru ALCHAS| LMUM
Ketapang, Pasic
Puth
24501 2.07.0010 | Pengadaan Sarara dan Prasarara Gedung Kantar atau Bangunan Lainrya
Jurniah Uinil Sarana dan 8 Unit 58.873.500.00 | Kab. DA, 4. Tata 5340000000 | DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Gedung Karsdar Kotawanngin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAM DESA
atau Bangunan Laionya yang Timur, Semua LRALBA-CHARNA. erintaban
Disediakar Kecamatan, ALOHAS| UMUK
Semum KelDesa
213208 Penyediaan Jasa Penunjang | Pevsendase kebutuhan fasa 100 pearsan 509, 714.032,00 4. Tata 724.715.448,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Lirusan Pemerintshan DENILTYAN LA Keilola Pem MASYTARAKAT DAN DESA
Daerah pemenintmhan daerah yamg ernlahan
Tevpenuti

2.13.012.08 0001

Prrryadiaan Jasa Sural Menyurat
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PRAKIRAAN MAJIL RENCANA

URUSAN | BIDANG: TARGET | pgg)jgag | PRAKIRAAN E-APARAN IRASIE LA ELAS IIETRASEICA PREMTMBRAH TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPALAN
MO KODE URLUSAN { PROGRAM ! KEGIATAN | SUB PERIODE CAPALAN TARGET REMJA, KELOMPOK PERANGHAT DAERAM
KEGIATAN §/ SUB EGIATAN RENSTRA REMNJA& OPD OPD TAMUM TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 2034 PaGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF {Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 B B 7 8 a 10 bl 12 13 14 15 18 17
Jurniah Laporan Penpedisan 1500 2.600.000,00 | Kab. DAMA 4. Tata 2 506 000,00 | DINAS PEMBERDAYAAMN
Jasa Surar Manyurad Laporan Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARMCAT DAN DESA
Timur, Menkawa | LMURA-DARA errlaban
Bany ALCHAS] UM
Kistapang. Pasic
Putif
2.13.012.08 0002 Peryediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya M dan Listri
Jurniah Laporan Penpediaan 12 Laporan 150.468.800.00 | Kab. DAMA 4. Tata 100468 800,00 | DIMNAS PEMBERDAYAMN
Josa Komunikasi, Sunber Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARMKAT DAN DESA
Dy Air dan Listrit yang Timur, Mentawa | UMUM-DANA ertahan
Digeciakan Bany ALCHAS] LIMLUM
Ketapang, Eka
Bahurui
2.13.01.2.08.0004 Penyadiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jurniah Laporan Penpediaan 26 Laporan T5E.645.232.00 | Kab. DAMA 4. Tata 621 651.848,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Palayanan Umor Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARMKAT DAN DESA
Kanlor yang Disediakan Timur, Menkawa | UMUB-DAMNA errlaban
Bans ALCHAS| UMUM
Kistapang. Pasic
Putif
21301209 Pemneliharaan Barang Rl Pevseniase kebutuhan 100 persan B05.417.958,00 4. Tata 248 230.000,00 | DINAS PEMBERDAYAMN
Caerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik Kedola Pem MASYARMCAT DAN DESA
Pemerintahan Daersh dasrah yang terpanuhi erraban
2.13.01.2.09.0001 Peryadiaan Jasa Pemebharaan. Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas alau Kendaraan Dinas Jabatan
Jurniah Kendaraan O Uit 23.B00.000.00 | Kab. DAMA 4. Tata 000 | CIMAS PEMBERDAYAMN
Pevorangan Dinas atau Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARMCAT DAN DESA
Kendaraan Dinas fabatan Timur, Semus LA LBA-DiA R eririaban
yang Dipaiiara dan Kescamatan ALCHAS] UM
ditrayarkan Pajakiya Semum KelDesa
2.13.01.2.09.0002 Penyadiaan Jasa Pemelharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perionan Kendaraan Dinas Operasional ataw Lapangan
Jurniah Kendarsan Dinas 25 Unit 358.013.050,00 | Kab. DAMA 4. Tata 138.460.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
ional ataug Lapangan Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARMKAT DAN DESA
yang Dipalihara dan Tirmur, Semusa LALSA-DAMA errlaban
dibayarkan Pajak dan Kescamatan ALCHAS] UM
Pevizinarmya Semum KelDesa
2.13.01 2.09.0009 PemeliharaanRehabiiiasi Gedung Karor dan Bangunan Lainnya
Jurniah Gedung Kanlor dan 5 Urit T4.354.918,00 | Kab. DAMA 4. Tata BO.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Bangunan Lainmya yang Kotawaringin TRANSFER Kelola Pem MASYARMKAT DAN DESA
DipalharaTiretabidiast Timur, Menkawa | UMUB-DAMNA errlaban
Bans ALCHAS| UMUM
Histapang. Pasic
Putif
2.13.012.09.0010 PemeliharaanRehabiiiasi Sarana dan Prasamana Gedung Kanior atau Bangunan Lainrya
Jurniah Sarana dan 25 Unit 21.300.000,00 | Kab. DA 4. Tatta 22 BB0.000,00 | DIMAS PEMBERDAYANN
Prasarana Gedung Kandor Kotawaringin TRANSFER Kedola Pem MASYARMKAT DAN DESA
atay Bangunian Lairmya yang Timur, Mentawa | UMUM-DANA ertahan
DipalharaTiretabdiast Bans ALCHAS| UMUM
Ketapang. Pasir
Putin

24304 2080011

PemeliharaanRehabiiiasi Sarana dan Prasamana Penduiung Gedung Kanior atau Bangunan Lainnya
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN | BIDANG TARGET | peaigas | PRAKIRAAN E-ATALAN HTMER 1A FASE IERANGIA PIELIAMAAN TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPALAN
URUSAN | PROGRAM I CAPALAN HELOMPOK PERANGHAT DAERAH
HO KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET REMJA
KEGIATAM / SUB HEGIATAMN REMSTRA | RENJAOPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS BASARAM PENANGGUMG JAWMAE
KEGLATAN oPD TARHUM 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF [Rp) LoKas! SUMBER DAMA TARGET PAGU INDIATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
i 2 3 4 & B T k] -] 10 i iz 13 14 i5 18 17
Jurniah Sarana dan 5 Unit 19.540.000,00 | Kab. DA, 4. Tata 35.880.000,00 | DiMNAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Pendukung Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARMKAT DAN DESA
Gedung Kardar alau Timur, Menkawa | URURM-DAMA ermilaban
Bangunan Lainrya pang Baru ALTEAS] UMM
Dipelihara Direhabiitas Ketapang, Pasir
Putih
2 21302 PROGRAM PEMATAAN Persentase Desa - 100 Persen 96.420.377,00 58 T40U675,00
DESA dibentuk seswuai kedentuan
213022 Peryslenggaraan Penalaan Perseniase dasa yang telah 100 persen 98.420.577,00 4. Tata BB 74087500 | CIMAS PEMBERDAYAAN
Desa dhilnkutian penafaan Kelola Pem MASYARMEAT DAl DESA
erimtaban
2.13.02:2.01 0001 Pernbeniukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Penbaban Stalus Desa
Jurniah Desx yang 1 Desa 0,00 | Kab. Dus, 4. Tata 26.2500000,00 | DIMAS PEMBERDAY AN
Medakukan Fembentacan, Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARMKAT DAN DESA
Pengfapusan Timur, Mentawa | URILBE-DARA erintaban
Prengrabungan, dan Baru ALCHASH LIMUIM
Prerbaban Status Desa Ketapang. Pasic
Putin
2.13.02.2.01.0002 Fasilita=i Tata Wilayah Des=a
Jurniah Desx yang 20 Desa 10.440.675,00 | Kab. Ds, 4. Tata 044087500 | DIMAS PEMBERDAY AN
Tarfazilitas Panstsan Kotawaningin TRAMSFER Keiols Pem MASYARAKAT DM DESA
ilayatyya Timur, Mentawa | URILBE-DARA erintaban
Baru ALCKAS] LIMUM
Ketapang. Pasic
Putin
2.13.022.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
Jurniah Desx yang 55 Dwsa 59.729.702,00 | Kah. Ds, 4. Tata 0.00 | DIMAS PEMBERDANAAMN
Tarfasiitas Panstaan Kotawarnngin TRAMSFER Keilpla Pem MASYARAKAT DM DESA
Kewenanganmya Timur, Mentawa | URMUB-DANA eritahan
Baru ALCKAS] LIMUM
Ketapang. Pasir
Putin
2.153.02:2.01.0004 Fasililarsi Penamaan dan Kode Desa
Jurntah Desa yang 0 Dresa 0,00 | Kab. DA, 0U00 | CIMAS PEMBERDANYAAMN
Tarfasiitas Panamasn oan Kotawarningin TRAMSFER MASYARAKAT DM DESA
Kode Desa Timur, Semus LRALBA-DARA
Kecamatan, ALCEAS] LIMUM
Semua KelDesa
2.13.022.01 0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarskal Hukum Adat dan Desa Adal Kewenangan Kabupaten®ola
Jurniah Laporan Hasi 0 Layparan 28.250.000,00 | Kah. Ds, 4. Tata 0.00 | DIMAS PEMBERDANAAMN
Penstapan Kesatuan Kotawarnngin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DM DESA
Masyarakal Hukum Aokt dan Timur, Semus LRALBA-DhArA erimtaban
Dasa Adar Kewenangan Kecamatan, ALCKAS] LIMUM
Kabupatendota Semua KelDesa
2.13.02.2.01.0008 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Jurniah Sarana dan 1 Uit 0,00 | Kab. DA 4. Tata 2205000000 | CIMAS PEMBERDAYAAN
Prasarama Desa yang Eeotawanngin TRAMSFER Kelola Pem MASYARMEAT DA DESA
fevfasiias Timur, Semus LAALRA-ChARLA erimtaban
Kecamatan, ALOEAS] LUMUM
Semua KelDesa
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PRAKIFAAN MAIL RENCANA

URUSAN | BIDANG TARGET | peapisas | PRAKIRAAN AL ICTIMECIR LA EUAA] ERARIESICA FYSLICAMA AN TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM { AKHIR CAPALAN
URUSAN | PROGRAM / CAPALAN KELOMPOK PERANGHAT DAERAH
HO KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET REMJA
KEGIATAN | SUB HEGIATAMN RENSTRA REMN.JA OPD OPD TAHUM TARGET PRIORITAS BABARAN PENANGGUNG JAWAR
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 094 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DAMNA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
MASIONAL | DAERAH
i 2 3 4 B B T & B 10 il iz 13 i4 i5 18 17
3. 2.13.03 PROGRAM PENINGHATAN | - - 22000000, 60 000
KER.JA SAMA DESA
2.13.032.01 Fasilitasi Kearja Sama amar 22, 000000, 00 4. Tata 0.00 | DIMAS PEMBERDAY AN
Desa Kelola Pem MASYARMKAT DAN DESA
ernlaban
2.13.03.2.01.0001 Fasiitasi Kearja Sama Antar Desa dalam KabupalenSota
Jurntah Dokuman Kearga 17 Dakumen 11.000.000,00 | Kah. =LY 4. Tata 0,00 | DINAS PEMBERDAYANN
Sama Antar Desa dalam Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Kabupalen¥ofa Timur, Semua LALRA-DiARLA, eriniaban
Kecamatan ALCHAS] LIMUM
Semua KelDesa
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kearja Sara Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten®ola
Jurndah Dokumean Karga 10 Dokumen 1100000000 | Kah. [ET Y 4. Tata 0,00 | DINAS PEMBERDAYAMN
Sama Antar Dasa dangan HKotawanngin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
ik Hiatigra cladam Timur, Semus [EAIE SR T TN eriniaban
Kabupalen¥ofs Kecamatan, ALDEAS] LIMUM
Semua KeliDesa
4. 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRAS] | - - 1.189.338.550,00 1.955 919,907 00
PEMERINTAHAN DESA
213.042.01 Pembinaan dan Pengawasan | Pevsendase desa dangan 100 persan 1.189.338. 550,00 4. Tata 1.955 919,907 .00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Peryelenggaraan dokumen adminsiras dess Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Pemerintahan pang sesua kelertaan eriniaban
Diesa
2.13.04.2.01 0001 Fasiitrsi Penyelenggarsan Administras Pemerintahan Desa
Jurniah Dokurnan 168 16.543. 200,00 | Hah. DM, 4. Tata 11.0500,000,00 | DIMAS PEMBERDAY ASMN
Penpalanggaraan Dikeummen Motaweaningin TRAMSFER Kelcla Pem MASYARMKAT DAN DESA
Administras Pamenntahan Timur, Semua LALAA-DHAMA ernlaban
Dasa Kecamatan, ALCHEAS] LIMUM
Semua KelDesa
2.13.04.2.01.0002 Fasiitasi Panyusunan Produk Hukum Desa
Jurmiah Dokurmen Hasil 2 Dokumen 23.400.000,00 | Kab, DAMA 4. Tata HE.577.500,00 | CINAS PEMBERDAYAAN
Faziliftasi Penyusunan Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Proghuk Hukurm Desa Timur, Semua LALRA-DiARLA, eriniaban
Kecamatan ALCHAS] LIMUM
Semua KelDesa
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguran Desa
Jurndah Dokurman Hasl 168 3432000000 | Hab. [ET Y 4. Tata 23 445.000,00 | DINAS PEMBERDAY AN
Faziifasi Penyusunan Diokumean HKotawanngin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Pevencanasan Pembangenan Timur, Semus [EAIE SR T TN eriniaban
Devsn Kecamatan, ALDEAS] LIMUM
Semua KeliDesa
21304 2.01.0004 Fasilitasi Pengsiclaan Kevangan Desa
Jurndah Dokurnan Hesl 168 118.369.600,00 | Kah. [sR Y 4. Tata 112.009.900,00 | DINAS PEMBERDAY ASN
Fazilifasi Pengelolaan Diokumen Kotawanngin TRAMSFER Kelola Pem MASYARMKAT DAN DESA
Keuangan Desa Timur, Semus LALA-DHAL A errilaban
Kacamatan, ALTRAST LI
Semua KeliDesa

2.13.04.2.01 0005

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

PRAKIFAAN MAJU RENCANA

T TARGET e PRAKIRALN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGHA PENMDANAAN TAHUN 2025
HDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAPALAN
NO KODE URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUR PERIODE CAPAIAN TARGET REMNA KELOMPOH PERANGHKAT DAERAH
KEGIATAM | SUR EGIATAM REMSTRA REMN.JA OPD OPD TAMUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 224 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DAMA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
MASIONAL (| DAERAH
1 2 3 4 & B T L] B 10 11 1z 13 14 15 16 17
Jurmiah Aparatur Pevnerintah 200 Orang 140.000.000,00 | Kat. DA, 4. Tata 2T B35 B00,00 | DINAS PEMEERDAY AN
Diavsay g Mangiudi Kotawarningin TRAMSFER Keicls Pem MASYARAKAT DAMN DESA
Pembaan Pamngkatan Timur, Samua LALRA-DhArLA errilaban
Kapaziax Kecamatan, ALOKAS] LML
Semus KelDesa
2.13.04.2.01 0008 Fasiitasi Panyelenggarsan Musyawarah Desa
Jurniah Laporan Fasiitasi 0 Laparan 0,00 | Kab. DA, 00D | DINAS PEMBERDAY AN
Penyelenggarazn Kotavaringin TRAMSFER MASYARAKAT DAN DESA
Musyawarsh Desa Timur, Semua LALBA-DhARLA
Kmcamatan ALCHAS] LML
Semua KelDesa
2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
Jurniah Dokurmean Ml & Dokumen 25.853.750,00 | Kah. DA, 4. Tata 22008.100,00 | DINAS PEMEERDAYAAN
Pembinasan dan Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Pembevdapaan BUA Desa Timur, Semua LALRA-DARA erintaban
dlan Lembags Karfa Sama Kecamatan, ALCEAS] LIMUM
andar Desa Semua KelDesa
215,04 2.01 0009 Perryelenggaraan Pemiiban, Pengangkatan dan Pemberentan Kepals Desa
Jurniah Laporan Hasi 77 Laporan 0,00 | Kab. DAMA 4. Tata 1.574 564 507,00 | DINAS PEMEERDAYAMN
Penpsisnpoarasn Pemiifran, Kotawaringin TRAMSFER Keiola Pem MASTARAFAT DAN DESA
Pengangkatan dan Timur, Samua LALRA-DARA, erintaban
Pembevfention Kepala Desa Kecamatan, ALCKAS] LIMLUM
Semus KelDesa
2.13.0d4 2,01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pembechentian Perangkat Dess
Jurniah Laporan Fasiitast 10 Laporan 0,00 [ Kab. DA 4. Tata 000 | DINAS PEMBERDAY AMN
Prenganghatan dan Ketawaringin TRAMSFER Kelels Pam MASYARAKAT DAN DESA
Pembevfantion Perangkat Timur, Semua LALBA-DhARLA eririaban
Dwsa Kecamatan ALCEAS] LML
Semua KelDesa
21304 2.01.0011 Fasilita=i Penyusunan Profl Desas
Jurniah Dokuman Prof Desa 168 27.131.000,00 | Kah. DA, 4. Tata 20U1B5.000,00 | DINAS PEMEERDAYAAN
yang hersusun Drokurnen Eotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAM DESA
Timur, Semua LALRA-DAnA erintaban
Kecamatan, ALOEAS] LIMUM
Semua KelDesa
2.13.04.2.01.0013 Fasililasi Pengslolaan Asel Desa
Jurnlah Dokurnan Hasil 158 47.190.000,00 | Kab. CAMA, 4. Tata 33 815200,00 | DINAS PEMBERDAYAAMN
Fasiffasi Pengelalaan Asel Diokurnen Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Dz Timur, Samus LALBA- DAL erintaban
Kecamatan, ALOEAS] LIMUM
Semua KelDesa
21304 2.0 0014 Pembinaan Peninghkatan Kapasitas Anggota BPD
Jurmiah Anggoda BP0 yang 50 Orang Z3.061.000,00 | Kab. DaMA 4. Tata 28 508 500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN
Pdengikuti Pamivinaan Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Peningkatan Kapssites Timur, Samus LALBA- DAL erintaban
Kecamatan, ALCKAS] LIMLUM
Semua KelDesa

I

13.04 2.01 0015

Fasiltasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DN KERANGHA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
D N HIpaTIAHES INDIKATOR PROGRAM AKHIR | REALISAS) CAPALAN e
NO KODE WRUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET REMJA KELOMPOK PERANGHAT DAERAH
KEGIATAN | SUB REMW.JA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
EGIATAN RENSTRA OPD TAHUM TARGET
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 2024 PiEL INDIKATIF (Rp} LOKASI SUMBER DAMA TARGET PAGU INDIKATIF {Rep)
MASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 B B T 8 B 10 Ll 12 13 14 15 16 17
Jurmlah Desa yang Difasiliasi 10 Desa 28.300.000,00 | Kah. DA 4. Tata 16.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAMN
dalam Panetapan Kotawaringin TRAMSFER Eelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
Penegazan Batas Desa Timur, Samua LRAURA-DArA erirtaban
Kecamatan, ALTEAS] LIMLUIM
Semua KelDesa
2.13.04.2.01.0018 Fasiitarsi Pembinaan Laparan Kepala Desa
Jurniah Laporan Hasi 168 Laporan 29.000.000,00 | Kah. e, 4. Tata 12220.000,00 | DINAS PEMBERDAYAMN
Faziffas’ Parmiinaan Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAMN DESA
Laporan Kapala Desa Timur, Semus LALB-DARLA erintahan
Kecamatan, ALTEAS] LIMLUIM
Semua KelDesa
2.13.042.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serda Lomba Desa dan Kelurahan
Jurniah Diokurman Ml 1 Dokumen EF5.E50.000,00 | Kah. e, 4. Tata 57.450.000,00 | DIMNAS PEMBERDAYAMN
Evaiuas Parkembangan Kotawaringin TRAMSFER Kelola Pem MASYARAKAT DAMN DESA
Dwesa sevfa Lomba Desa don Timur, Semus LALB-DARLA erintahan
Kedurmhan Kecamatan, ALTEAS] LIMLUIM
Semua KelDesa
B 21305 PROGRAM . - = 410.633.800,00 1,122 636 975,00
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARMKATAN,
LEMBAGA ADAT DN
MASTYARAMAT HUKUM
ADAT
2.13.082.01 Pemberdayaan Lembaga Perseniaze Lambaga 100 persen 410,633, 900,00 1.122.836.975,00 | DIMAS PEMEBERDAY AN
Kemasyarakatan yang Kemayarataian Desa yang MASYARAKAT DAMN DESA
Berperak di Bidang ditamaisiitas
Pemberdayaan Desa dan
Lesmbaga Adat Tingict
Daerah Kabupateniota
seerta Pamberdaysan
Masyaraical Hukum Adat
yang Masyaraicl Pelaiunys
Hukum Adat yang Sama
datam Daerah
Kabupaten$ola
2.13.06.2.01.0001 Identifikasi dan Invenlarisass Masyarakat Husum Adat
Jurmiah Dokurman Hasl 0 Dokumen 0,00 | Kah. DA 0,00 | DINAS PEMBERDAYAMN
fdennificasi dan iventarisas Kotawaringin TRAMSFER MASYARAKAT DAN DESA
Idasyarakar Mukum Adat Timur, Semus LRALRA-DoARd A
Kecamatan, ALCKAS] LIMLIM
Semua KelDesa
2.13.05.2.01.0002 Fasiitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaMelurshan (RT. RW, PE, Posyandi, LPM, den Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Mehurahan dan Masyarakat Hukurm Adst
Jurmiah Dokurman Ml 168 0,00 | Kah. DA Meringkatk | 4. Tata 55.125.000,00 | DINAS FEMBERDAYAMN
Penataan, Pamberdayaan Daokurmen Kotawaringin TRAMSFER an Sumber | Kelola Pem MASYARAKAT DAN DESA
dan Pendayagunaan Timur, Semua UMUM-DANA | Doy ertaban
Kelembagaan Lembaga Kecamatan, ALCEAS| UMUK | Manusia
Kemasyarakatan Bemua KelDesa Yam
DesaMalarahan (BT, RW. Bedalitas
PKK, Posy LPM, dan an
Karang Tarura), Lembaga Berdaya
Adat DesaMalirahan dan Saing
Masyarakar Hufium Adal
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaMehrahan (RT, RW, PHE, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa®eluraban dan Masyarakat Hukun Adat




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

PRAKIFAAN MAIL REMCANA

P WDIKATORPROGRAM ! | Alaam | REAUSasi | PRATEAN AN KINERLA DAN FEND T
NO KODE URUSAN | PROGRAM [ KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA HKELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN /| SUB EGIATAN REMSTRA REMN.JA OPD OPD TAHUN TARGET FRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAR
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 2024 PaGU INDIKATIF [Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIBATIF {Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 B E T 4 B 10 " 12 13 14 15 18 17

Jurmlah Lembags 5 Lembaga 251.334. 400,00 | Kab. DAMA Meringkatk | 4. Tata 142847 300,00 | CINAS PEMBERDAYAAN
Kernas, fadan Kotawaringin TRAMEFER an Sumber | Keloa Pem MASYARMKAT DAN DESA
D rashan (BT, RW. Timur, Samua LALRA-DARA Dy eriniahan
PRK, Posyandw, LPM, dan Kezamatan, ALCKAS] UMUM | Marusia
Karmng Tarumal, Lembaga Semua KelDesy Yang
Adal DezaMalurahsn den Barkualtas
Frlasparakat Hukum Adat an
yang Ditingloarkan Bardays
[ ——— Saing

2.13.06:2.01.0004

Fasilitasi Penyedizan Sarana dan Prasaranas Kelembagaan Ly

mbaga Kemasyarakatan DesaWealurahan (BT, RW,

PHE, Posyandu

, LPM, dan Karang Taruna),

Lembaga Adat DesaKeluraban dan Ma:

syarakat Hukum Adat

Jurmish Sarmna dan 0 Uit 0,00 | Kab, sy 00D | DIMAS PEMBERDAY AN
Prazarana Keiemnbagaan Kotawaringin TRAMSFER MASYARMKAT DAN DESA
Lembags Kamasyarakatan Timur, Samua LAALRA-DARA,
Desaaurshan (BT, RW. Kecamanan, ALCHAS] LIMUM
PRk, Y LPM, dan Semua KelDesa
Karang Taruma), Lembaga
Adat Desaelurahan dan
Frlasparakat Hukum Adat
2.13.06:2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraical dan Pemesintah Desa dalam Meningkatkan Pendapaian Ach Desa
Jurmhah Dakurman Masi 20 Dakurren 48.267.000,00 | Kab. sy Meningkatk | 4. Tata E2.043.500,00 | DIMNAS PEMBERDAYAMN
Fasiftas Pengembangan Kotawaringin TRAMSFER an Sumbser | Kelola Pem MASYARMKAT DAN DESA
Llzaha Ekanomi Masyarakal Timur, Samua LAALRA-DARA, Dy erintahan
dan Pemenintah Deca dalam Kecamanan, ALOKAS] UMM | Marusia
Maninghalcan Pandapstan Semua KelDesa ang
sl Desa Berkualitas
2
Berdaya
Saing
2.13.06:2.01.0008 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Peranfastan Teknologi Tepat Guna
Jumlah Laporan Hasi 1 Laparan 113.052. 500,00 | Kab. DA Meringkatk | 4. Tata A4 482 000,00 | DINAS PEMBERDAYAMN
Fasilitasi Pevmevinfah Desa Kotawaringin TRAMSFER an Sumber | Kelola Pem MASYARMKAT DAN DES#
dalam Penmanizalan Timur, Semua LALRA-DoARd A Davya eririahan
Taknologi Tepad Guna Kecamanan, ALOKAS] UMM | Marusia
Semua KelDesa ang
Bersualitas
Dan
Berdaya
Saing
2.13.062.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakli Gotong Royong Masyarakat
Jumlah Laporan Hasi 1 Laparan 0,00 | Kab. DA Meringkatk | 4. Tata 134 245 400,00 | DINAS PEMBERDAY AN
Fasifitasi Bolan Bhakn Kotawaringin TRAMSFER an Sumber | Kelola Pem MASYARMKAT DAN DES#
Gotang Royong Masyarakat Timur, Semua URUBM-DANA | Daya eretaban
Kecamatan, ALCEAS| UMUK | Marusia
Semua KelDesa Yang
Berkualitas
Dan
Bardays
Saing

2.13.06:2.01 0009

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Peryalenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahierasn Keluamga




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

PROAKIFUAAN MAJL REMCANSA

URUSAM | BIDANG TARGET | peauisas | PRAKITAAN BT e B s TAMUM 2025
HDIKATOR PROGRAM | AKHIR CAP ALAN
URUSAN | PROGRAM CAPALAN HELOMPOK PERANGHAT DAERAH
HO KODE KEGIATAN ! SUB PERIODE TARGET REMJA
KEGIATAN | SUB EGLATAN REMNSTRA REN.JA OPD OPD TAMUM TARGET PRIORITAS BASARAN PENANGGUMG JAWAR
KEGIATAN oPD TAHUN 2023 2023 2024 PAGU INDIKATIF (Rp} LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
MASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 & B T a8 B 10 m 12 13 14 15 18 17
Jurnlah Diskumen Hasl 203 0,00 | Kab. DA Meringkatk | 4. Tata BE4 QB0.TTS,00 | DINAS PEMBERDAY AAN
Fasifasi Tum Panggearak Dokurnen Kotawaringin TRAMSFER an Sumber | Kelola Pem MASYARMEAT DN DESA
P daiarn Penpslanggaraan Timur, Samua LAALRA-DAMA Dy ermiahan
Gerafan Permberdayaan Kezamatan, ALCKAS] UMUM | Marusia
Aasyarakal dan Semim KelDesa Yang
Kessjahterasan Keloargs Baroualitas
an
Berdays
Saing

JUMLAH

11.242.145.100,00

10.142.482.254,00




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan pedoman, landasan dan referensi
dalam penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Keberhasilan rencana kerja yang disusun akan sangat bergantung pada komitmen
penuh dari DPMD itu sendiri, instansi terkait (terutama Kecamatan dan Desa) dan

partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2023,
terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, diantaranya (1) penyusuan
anggaran dan kinerja harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi DPMD, (2)
penyusunan anggaran harus memperhatikan kebutuhan anggaran sesuai dengan
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dan (3) perlu adanya saling koordinasi
antara DPMD Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Inspektorat Daerah terutama
terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga tidak terjadi

tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 memperhatikan kaidah — kaidah

pelaksanaan sebagai berikut :
1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai; dan

4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan
terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah,
sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat,khususnya
masyarakat di perdesaan semakin berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan
seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa
kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat
kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dzengan Lahirnya undang — undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Renja Dinas PMD kab.

Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu Pemerintahan, Kelembagaan, dan




Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
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Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan
desa. Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri
dengan dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa,

Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai

budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran), Kkelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan
masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai
langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui
peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat
(dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat,seminar,workshop,in house
training).

2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat
melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026
b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
c. Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.

3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal
ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan
Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, serta
Lembaga/Instansi  lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Renja mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah.




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/ 044 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat

KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-

PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024,

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



13.

14.

18.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur Perencanaan



Menetapkan:

KESATU

22.

23.

24,

25.

26.

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 261);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023 Nomor 23);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai
berikut:

Bab 1 Pendahuluan;
Bab Il Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;

Bab Illl Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V Kinerja penyelanggaran Pemerintah Daerah; dan

Bab VI  Penutup.



KEDUA ¢ Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi
adalah sebagai berikut :

O 0o

10.

11,
12.
13.
14.

15.
16.

L

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27,
28.

29.
30.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

3.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

RSUD dr. Murjani Sampit;

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;

. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur;

. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Kotawaringin Timur;

. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin

Timur;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur;



KETIGA

KEEMPAT

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;

32. Kecamatan Kota Besi

33. Kecamatan Cempaga,;

34. Kecamatan Mentaya Hulu,;

35. Kecamatan Parenggean;

36. Kecamatan Baamang;

37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;

39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;

40. Kecamatan Pulau Hanaut;

41. Kecamatan Antang Kalang;

42. Kecamatan Teluk Sampit;

43. Kecamatan Seranau;

44. Kecamatan Cempaga Hulu;

45. Kecamatan Telawang;

46. Kecamatan Bukit Santuai;

47. Kecamatan Tualan Hulu;

48. Kecamatan Telaga Antang; dan

49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan
menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
i ol Aguatug 2023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya

U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

il o

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Dengan adanya Rencana Kerja ini  diharapkan agar dinas
pemberdayaan masyarakat dan desa serta seluruh aparaturnya dapat
melaksanakan tugas secara terarah bertahap dan berkesinambungan dengan
tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi
tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan
adil. Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarkat
dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun sebagai bahan masukan
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kotawaringin Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/ 044 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat

KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-

PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024,

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



13.

14.

18.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur Perencanaan



Menetapkan:

KESATU

22.

23.

24,

25.

26.

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 261);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023 Nomor 23);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai
berikut:

Bab 1 Pendahuluan;
Bab Il Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;

Bab Illl Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V Kinerja penyelanggaran Pemerintah Daerah; dan

Bab VI  Penutup.



KEDUA ¢ Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi
adalah sebagai berikut :

O 0o

10.

11,
12.
13.
14.

15.
16.

L

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27,
28.

29.
30.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

3.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

RSUD dr. Murjani Sampit;

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;

. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur;

. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Kotawaringin Timur;

. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin

Timur;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur;



KETIGA

KEEMPAT

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;

32. Kecamatan Kota Besi

33. Kecamatan Cempaga,;

34. Kecamatan Mentaya Hulu,;

35. Kecamatan Parenggean;

36. Kecamatan Baamang;

37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;

39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;

40. Kecamatan Pulau Hanaut;

41. Kecamatan Antang Kalang;

42. Kecamatan Teluk Sampit;

43. Kecamatan Seranau;

44. Kecamatan Cempaga Hulu;

45. Kecamatan Telawang;

46. Kecamatan Bukit Santuai;

47. Kecamatan Tualan Hulu;

48. Kecamatan Telaga Antang; dan

49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan
menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
i ol Aguatug 2023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya

U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

il o

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
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